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ABSTRAK

OKIE SATRIO ARIEFIANTO. NIM 6661081102, Implementasi Peraturan
Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras,
Perjudian, Penyalahgunaan MNarketika, Psikotropika Dan Zat Adiktifl
Lainnya Di Keta Cilegon (Studi Kasus : Peredaran Minuman Keras).
Program Studi llmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial Dan Hlmu
Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Kata Kunci: Implementasi, Minuman Keras. Peraturan Daerah

Produk Pemerintah Daerall sangat dibutuhkan dalam menata berbagai
aspek dispatu daerah, khususoya dalam menata peredaran minuman Keras,
Sementara Kota Cilegon merupakan kota yvang majemuk masyarakatnya karena
merupakan gerbang Pulau Jawa, sehingga dibutuhkan produk yang tepat sasaran
dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, fokus dalam penelitian i adalah
Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran
Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika
Dan Zat Adiktif Lainnya Di Kota Cilegon (Studi Kasus : Peredaran Minuman
Keras) Metode vang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif,
Penelitian ini menggunakan mode! implementasi vang dikemukakan Merilee 5,
Grindle; yaitu terdiri dari Contents of Policy dan Conrext of Policy. Teknik
pengumpulan data vang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi
dokumentast. Teknik analisa data menggunakan tekmik analisis menurut Irawan.
Sedangkan untuk menguji validitas menggunakan triangulasi sumber dan
triangualasi teknik, Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Peraturan
Daerah No 3 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras,
Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psiketropika Dan Zat Adiktif Lainnya Di
Kota Cilegon (Studi Kasus : Peredaran Minuman Keras) belum optimal. Hal
tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan penertiban minuman keras mengacu pada
Keputusan Presiden No 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian
Minuman Beralkohol dan terdapat pihak yang mengambil keuntungan dari
Peraturan Daerah tersebut, Untuk meningkatkan optimalisasi, perlu diterapkan
Peraturan Daerah baru tentang minuman keras dan perekrutan anggota pelaksana
Peraturan Daerah berlandaskan Fir and Proper Test.



ABSTRACT

OKIE SATRIO ARIEFIANTO. NIM 6661081102, Implementation of
Regional Regulation No. 5 of 2000 on Decency Abuse, Alcohol, Gambling,
Drug Abuse, Psychotropic and other Addictive Aubstances in Cilegon (Case
Study: Distribution of Alcohol) . Public Administration, Faculty of Sociaf and
Political, University of Sultan Ageng Tirtayasa.

Keywords: Aleohol, Implementation, Local Regulation,

Produet of local government is needed to regulme varions aspects in a
avea, especially in regularing the disteibution of aleohol. While, Cilegon a
pluralistic society because It s a gateway lsland of Java, so it takes the right
product from the targer government. Therefore, the focus in this study is the
Implememation of Regional Regulation Ne, 5 of 2001 on Decency Abuse, Alcohol,
CGambling, Drug Abuse, Psvohotropic and other Addictive Substances in Cilegon
(Case Study: Distribution of Alcohol) method used in this study (s the approach
gualitarive. This study uses the theory of implementation by merilee 5. Grindle,
consisting of contents of policy and comtext of palicy. Data collection technigues
wred were interviews, observation and documentution smdy, Datw analysis
technigues using analvtical technigues by frawan. Meanwhile, to test the validity
of using tiangulation. The results showed that the fmplementation of Regional
Regulation No. 5 of 2000 on Decency Abuse, Alcohol, Gambling, Drug Abuse,
Povehotrapic  and  other  Addictive  Substances  in Cilegon  (Case  Study:
Disiritution of Aleohal) is nor optimal. That is because the implementation of the
lgerar enforcement refers to Presidential Decree No, 3 of 1997 an the Supervision
and Control of dlcohol and there are these whe take advamage of regional
regulation. To improve the optimization, need to apply a new local regularion of
alcohol and local regulations inglementing recruitment based on fir and proper
tes.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perlindungan secara hukum terhadap warga negara merupakan hal yang
wajib dilakukan bagi sebuah negara baik secara jasmani maupun rohani
sebagaimana yang tertera pada alinea ke 4 (empat) pada Undang-Undang Dasar
1945 yang berbunyi melindungi segenap Bangsa Indonesia dan selurub tumpah
darah  Indonesia  dan untuk memajukan  kesejahteragn  umum. mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan kot melaksanakan ketertiban duma  vang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Perlindungan terhadap hal hal
vang mengeanggu ketertiban dan keamanan menjadi hak mutlak setiap warga negara
Indonesia tanpa  lerkecuali. Berdasarkan perlindungan  terhadap warga oegara
Indonesia mengena kelertiban, keamanan dan kenyamanan, pemenntah pusat dan
dacrah mengeluackan kebijakan-kebijakan apar tujuan diatas dapat terpenuhi

Sebagai Kota yang menjadi jalur utama masuk Pulan Jawa dari Pulau
Sumatera, Kota Cilegon memiliki masyarakat yang majemuk schingga dibutulikan
peraturan-peraturan daerah yang tetap memperhatikan hak-hak masyarakat Kota
Cilegon itu sendiri. Kemajemukan masyarakat Kota Cilegon menyebabkan
keanckaragaman perilaku masyarakat, baik berprilaku positif maupun negatif

vang herpotensi mengganggu ketertiban di kehidupan bermasyarakar.



Untuk tetap menciptakan nilai-nilai luhur masyvarakat Kota Cilegon,
pemerintah daerah membuat suatu kebijakan yang membentengi masyarakat Kota
Cilegon dari gangguan ketertiban maupun keamanan. Salall satunya yang
menyangkut moralitas masyarakat.

Moral adalah hal mutlak wang harus dinuliki oleh manusia, Moral
merupakan hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu tanpa
moral manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi, Moral dalam zaman
sekarang memiliki nilai krusial, karena banyak orang yang memiliki moral atau
sikap amoral itu dari sudut pandang yang sempit. Moral itu sifat dasar dan moral
adalah nilai keabsolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Penilaian
terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat.

Moral adalah perbuatanftingkah Iaku/ucapan seseorang dalam berinteraksi
dengan manusia. apabila yvang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa
vang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenanghan
lingkungan masvarakatnya, maka orang ity dinilai memiliki moral yang baik,
begitu juga sebaliknya, Moral adalah produk dari budaya dan Agama. Setiap
budaya memiliki standar moral vang berbeda-beda sesual dengan sistem nilai
vang berlaku dan telah terbangun sejak lama. Kerusakan moral pada suatu
individu bisa berasal dari faktor internal maupun eksternal individu itu sendiri.

Pergaulan merupakan salah satu kunci terbentuknya moral suatu individu
dan tidak jarang pembentukan moral melalui pergaulan menghasilkan perilaku
yang negatif. Pergaulan di Kota Cilegon itu sendiri beranekaragam karena

kehadiran dari masyarakat pendatang maupun masyarakat vang komuter di Kota



Cilegon. Suatu kegiatan maupun suatu benda seperti rokok dan minuman keras
menjadi satu sarana untuk mempererat pergaulan diantara masyarakat, begitulah
hasil wawancara awal dengan beberapa remaja di Kota Cilegon.

Keberadaan minuman keras di Kota Cilegon itu sendiri sangar mudah
ditemukan dan keberadaan para penikmat minuman keras sangat mudah pula
ditemukan. Sekitar diatas jam 10 malam, muda-mudi Kota Cilegon mulai
mencari minuman keras dan mengkonsumsinys secara bersamu-sama dengan
membentuk lingkaran, Agar minuman keras vang dibeli tidak terlihat, biasanya
para penikmat minuman keras melapisnya dengan kantong plastil berwarna hitam
sehingga dapat dikonsumsi dengan santai di pinggir jalan ataupun di depan umum.

Pada tanggal |4 November 2011, peneliti melakukan observasi awal ke
salah satu tempat hiburan malam di Kota Cilegon yang diduga menjadi tempat
peredaran minuman keras, Dan ditemukan banyak minuman keras vang secara
terang-terangan disajikan. Beberapa penikmat minuman keras terlihat berusia rata-
rata 20 sampal dengan 26 tahun dan terlihat sangat menikmati alunan musik yang
terdengar keras sambil ditemani minuman keras.

Selain tempat hiburan malam, warung-warung disekitar pasar lama Kota
Cilegon pun menjual minuman keras dan hal tersebut diketahui ketika peneliti
melakukan observasi lanjutan pada tanggal 22 Maret 2012, Terlihat warung yang
berjualan kebutuhan barang pokok sepanjang pasar lama Kota Cilegon, anchnya
tidak hanya barang kebutuhan pokok vang diperjualbelikan. tetapi minuman keras
juga diperjualbelikan ditempat tersebut. Ketika peneliti mengajukan pertanyvaan

mengenai minuman keras terhadap salah satu penjual di salah satu warung di



pasar lama Kota Cilegon, pria berusia sekitar 40 tahun tersebut mengatakan
“berjualan disini aman, kan ada vang keamanannya™.

Selain observasi, wawancara awal dilakukan peneliti terhadap beberapa
pemuda berusia 20 sampai dengan 22 tahun pada tanggal 8 Februari 2012, Mereka
hiasa mengkonsumsi minuman keras di tempat hiburan di Cilegon dan
mendapatkan minuman keras tersebut tergolong sangatlah mudah, asalkan ada
dana vang mencukupi aktivitas tersebut. Mengkonsumsi minuman keras mereka
lakukan sebagai pelarian dari masalah dan membuat tenang sambil mendengarkan
musik keras di tempat hiburan. Kegiatan tersebut menjadi kegiatan yang
menyenangkan sekedar melupakan permasalahan yang terjadi. Tapi mereka
mengakui balwa jika dalam keadaan mabuk tindak pidana kriminal dapat terjadi,
karena dalam keadaan mabuk seseorang bisa menjadi sangat sensitif terhadap
lingkungan sekitarnya dan tidak dapal mengendalikan emosinya. Seseorang
kehilangan kesadaran sehingga melakukan tindak kriminal seperti berkelahi
pernah peneliti temui ketika observasi awal dilakulkan.

Beberapa warung vang berbaris sepanjang jalan menuju pelabuhan Merak.
terutama di daerah Jalan Cikuasa atas menjual beberapa jenis minuman keras.
Kebanyakan bangunan tersebut digunakan untuk tempat usaha, Mulai dari nunah
makan hingga warung kopi, tetapl minuman keras berkadar diatas 10%
diperjualbelikan di warung tersebul. Keterangan tersebut berdasarkan wawancara
awal vang dilakukan terhadap pemuda berusia 23 whun yang merupakan

konsumen minuman keras.



Selain itw jusa pada hari sabtu tanggal 17 Maret Polsek Pulomerak
merazia dan mengamankan ratusan botol minuman keras dari berbagai tempat
penjual miras di sekitar Pelabuhan Penveberangan Merak. Dan kadar alkehol
vang disita diatas 10% dan dirazia di dua tempat yakni di sekitar pertokoan pintu
masuk Pelabuhan Merak dan di bawah fly over tak jauh dari Polsek Merak, (Vin,
2012, Polsek Pulomerak Amankan Ratusan Botol Miras. hitp://bantenpos-

online.com/2012/03/19/polsek-pulomerak-amankan-ratusan botol-miras/, 2]

Maret 2012), Dalam perakteknya dilapangan, bahwa yang disita dalam razia
hanya kadar alkohol diatas 5% bahkan 10% saja, sementara berdasarkan Peraturan
Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelangparan Kesusilaan, Minuman Keras,
Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya Kotla
Cilegon secara jelas melarang semua jenis minuman beralkohol diatas 0%,
Beberapa hasil observasi dan wawancara awal diatas bertentangan dengan
isi dari Peraturan Daerah No 3 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan,
Minuman Keras, Perjudian, Penvalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zar
Adiktif’ Lamnya Kota Cilegon yaitu pada Pasal 6 (emam). 7 (tujul) dan 8
(delapan). Pasal 6 (enam) berbunyi, di daerah, siapapun dilarang membuat,
menyimpan dan/atau menyalurkan minuman keras. Sedangkan Pasal 7 (tujuh)
berbunyi. di dalam daerah, siapapun dilarang membantu dan/atau melindungi
keberlangsungnya kegiatan pembuatan, penyimpanan, penyaluran atau penjualan,
pemakaian minuman keras, Sementara Pasal 8 {delapan) berbunyi, pemilik rumah
dan‘atau bangunan apapun bentuknya, dilarang membiarkan rumah danfatau

bangunan miliknyva tersebut, baik dipakal sendiri maupun dikontrakkan atau



dikuasakan pemakainya kepada orang lain, padahal ia mengetahui digumakan
sebagai  tempat  pembuatan, penyimpanan, penvaluran  atau  tempat
penggunaan/pemakaian, penjualan minuman keras. Sementara umtuk  kadar
alkohol yang semestinya dilarang peredarannya, adalah minuman yang memiliki
kadar alkohol diatas (% menurut Peraturan Daerah No § Tahun 2001 Tentang
Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian., Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya Kota Cilegon

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti
Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran
Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika
dan Zat Adiktif Lainnya di Kota Cilegon (Studi kasus : Peredaran Minuman

Keras).

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mencoba
menidentifikasikan permasalahan yang terkait dengan minuman keras. Identifikasi
masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :
l. Peredaran minuman keras telah terjadi di tempat hiburan, kafe dan warung

remang-remang di Kota Cilegon.

[R]

Terjadi pembiaran dari pihak berwajib terhadap peredaran minuman keras,

3. Minimnya pengawasan dari pihak berwajib,



1.3 Batasan Masalah

Pada penelitian ini peneliti membatasi masalah yang akan diteliti pada
implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Temtang Pelanggaran
Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika. Psikotropika
dan Zat Adiktif Lamnnva di Kota Cilegon (studi kasus @ peredaran  minuman

keras).

1.4 Perumusan Masalah
Berdasarkan batasan permasalahan di atas mengenai  implementasi
Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minoman
Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif
Lainnya di Kota Cilegon (studi kasus : peredaran mimuman keras), maka
perumusan masalahmya yaitu
. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2001 Tentang
Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif’ Lainnya di Kota Cilegon (studi

kasus : peredaran minuman keras) 7

b

Hambatan apa saja yang terjadi dalam implementasi Peraturan Daerah No
5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras,
Perjudian. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat  Adikiif

Lainnya di Kota Cilegon (studi kasus : peredaran minuman keras) ?



1.5 Tujuan Penelitian
Tujuan penclitian mengenai implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun
2000  Tentang Pelanggaran  Kesusilaan, Minuman  Keras, Perjudian,
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnyva di Kota Cilegon
(studi kasus : peredaran minuman keras) yaitu :
I. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001
Tentang  Pelanggaran  Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian,
Penyalahgunaan Narketika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kota

Cilegon (studi kasus : peredaran minuman keras),

b2

. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam
implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran
Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahpunaan WNarkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kota Cilegon (studi kasus :

peredaran minuman keras).

1.6 Manfaat Peneclitian
Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi semun pihak,
terutama bagi pihak yang mempunyai  kepentingan langsung terhadap
permasalaban yang akan diteliti. Penulis membagi manfaat penelitian ini ke dalam
2 bagian. yaitu pertama, manfaat teoritis, kedua manfaat praktis.
1.5.1 Mantaat Teoritis
I. Mengetahui konsep-konsep kebijakan publik dan implementasi

dari suatu kebijakan publik.



2. Menjadi referensi berpikir dan menambah cakrawala penerapan

ilmu di bidang sosial, khususnya [lmuy Administrasi Negara.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti
Sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan yang selama ini
peneliti dapatkan dan pelajari dalam perkuoliahan di kelas, Selain
itw, penelition ini juga sebagal saran latihan bagi peneliti untuk
menulis karva ilmiah, serta melakukan penelitian secara langsung
terhadap permasalahan yang akan diteliti.

b, Bagi Pemerintah Kota Cilegon
Merupakan gambaran dan bahan evaluasi dalam mengetahui dan
memahami implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001
Tentang Pelangparan Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian,
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

di Kota Cilegon.

1.7 Sistematika Penulisan
Penulisan penelitian ini dibagi dalam lima bagian yvang masing-masing
terdiri dari sub-bagian, yaitu sebagai berilout:
1} PENDAHULUAN
Pendahuluan ini berisi latar belakang yang menggambarkan ruang lingkup

dan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk uraian secara



H

4)

deduktif, dari lingkup yang paling umum ke masalah yang lebih khusus,
yvang relevan dengan judul skripsiSelain lutar belakang masalah, bab
pendahuluan int berisi identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan
penelitian ini dibuat dan manfaat penelitian yang berisi uraian manfaal

secara teoritis dan prakitis.

DESKRIPSI TEORI DAN ASUMSI DASAR

Menyajikan teori-teorl yang mendasari penulisan sebagai landasan untuk
menggambarkan, membandingkan, membahas masalah dan pengambilan
kesimpulan dan pemberian saran, serta penggambaran kerangka berfikir

dan asumsi dasar dalam penelitian ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, serta instrumen
penelitian yang menjelaskan proses penyusunan dan jenis alat yang
digunakan dalam pengumpulan data serta teknik penentuan teknik kualitas
instrumen. Teknik pengolahan dan analisis data, tempat dan waktu dalam

pelaksanaan penelitian.

HASIL PENELITIAN
Bab ini memaparkan deskripsi objek penelitian yang menjelaskan tentang
objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian, struktur organisasi dari

situasi sosial serta hal lain vang berhubungan dengan objek penelitian,



3)

)

7)

Deskripsi data hasil penelitian yang menjelaskan hasil penelitian yang
telah diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisa data

vang relevan.

PENUTUP

Menyajikan kesimpulan yang didasarkan pada analisis dan pembahasan
vang dilakukan. Kesimpulan ini mengacu pada tujuan penulisan, vaitu

mengetahui dan memberikan gambaran hasil akhir dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi kumpulan referensi yang digunakan dalam penyusunan penelitian.

LAMPIRAN

Berisi dokumen-dokumen penting pendukung penelitian ini.
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DESKRIPSI TEORI DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Kebijakan Publik

Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 200 Tentang Pelanggaran
Kesusilaan. Minuman Keras, Perjudian. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika
dan Zat Adiktif Lainnya di Kota Cilegon dibuat oleh pemerintah daerah untuk
mengatur  dalam upaya penertiban, pengawasan, dan pemberantasan terhadap
perbuatan pelanggaran kesusilaan, minuman keras, perjudian, penyalahgunaan
narkotika, psikotropika dan zat adiktif guna menjaga ketentraman seria
melestarikan nilai — nilai luhur masvarakat Kota Cilegon  yang agamis. Untuk
mengetahul definisi mengenai kebijakan publik itu sendiri adalah sebagai berikut.
Menurut Carl Friedrich dalam Agustino (2006:7) kebijakan adalah

TSerangkaian tindakan/kegiatan vang diusulkan oleh seseorang, kelompok,

atau pemerintal dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat

hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan

(kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar
berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan vang dimaksud™

Menurut Heclo dalam Parsons (2001:14) kebijakan (paficy) adalah Istilah
yang tampaknya banyak disepakati bersama. Dalam penggunaannya yang umum,

istilah kebijakan dianggap berlaku untuk sesuatu vang lebih besar ketimbang

keputusan tertentu, tetapi kecil ketimbang gerakan sosial



Dye dalam [rawan (2006:1.39), yang menjelaskan balwa Kebijakan
publik adalah apa pun juga vang dipilih oleh pemerintah. apakah mengerjakan
sesuatu itu atan tidak mengerjakan sesuatu itu. Berikutnya Menurut Chief 1.O.
Udoji dalam Wahab (2005:5) mendefinisikan kebijakan publik:

“Kebijakan Publik sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada

suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan vang mempengaruhi sebagian
besar warga masyarakat®™.

Sedangkan menurut Chandler dan Plano dalam Irawan (2006:1.39) adalah
Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-
sumber daya yvang ada untuk memecahkan masalah publik.

Sejalan dengan definisi tersebut Anderson dalam Irawan (2006:1.39),
mendefinisikan kebijakan publik adalah hubungan antar unit-unit pemerintah
dengan lingkungannya,

Dunn dalam Irawan (2006:1.39), berpendapat bahwa:

“Kebijakan Publik adalah suwatu rangkaian pilihan-piliban yang saling

berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabal pemerintah pada

bidang-bidang vang menyangkul tugas pemerintahan, seperti pertahanan,
keamanan, keschatan, pendidikan. kriminalitas dan lain-lain."”

Berbeda halnya dengan Wahab (2005:1) yang mendefinisikan palicy
bukan dengan istilah kebijakan melainkan kebijaksanaan. Ia menyatakan balwa
istilah poficy (kebijaksanann) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan
dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goalis), program, keputusan, undang-
undang, ketentuan-kelentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar.

Jones dalam Wahab (2005:4) menjelaskan bahwa kebijaksanaan negara

adalah antar bhobungan di  antara unit  pemerintahan  tertentu  dengan



lingkungannya, Selanjutnya, Jenkins dalam Wahab (2005:4) juga mencoba

mendefiniskan  kebijakan publik yang disebut oleh Wahab dengan istilah

kebijaksanaan negara.

Agustino  (2006:42) menyebutkan beberapa karakteristik utama  dari

kebijakan publik, yaitu;

l.

(]

2.1.2

Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan
yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari daripada perilaku yang
berubah atau acak.

Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pela kegiatan
vang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang
terpisah-pisah. Misalnya, suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan
untuk: mengeluarkan suatu peraturan tertentu tetapi juga  keputusan
berikutnya vang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
Kebijakan publik merupakan apa vang sesungguhnya dikerjakan oleh
pemerintah dalam  mengatur  perdagangan, mengontrol  inflasi, atau
menawarkan perumahan rakyat bukan apa maksud yang dikerjakan atau
yang akan dikerjakan.

Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif,
kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam
menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat
melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakoukan
suatn tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks
tersebut keterlibatan pemerintah amat diperfukan,

Kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan
merupakan tindakan yang bersifat memerintah,

Implementasi

Implementasi atau tahap pelaksanaan kebijakan publik adalah berupa

tindakan nyata atau aktivitas konkrit dari apa vang telah dirumuskan dalam tahap

formulasi. Implementasi kebijakan merupakan tahap diantara diputuskannya suatu

kebijakan dengan munculnya konsekuensi-konsekuensi diamtara orang=orang

yang terkena kebijakan tersebut.



Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang
telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah
keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha
mencapai  perubahan-perubahan  besar atau kecil sebagaimana vang telah
diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikainya juga upava pemahaman
apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program ditaksanakan. Implementasi
pada prinsipnya merupakan vsaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari
kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga implementasi merupakan proses
kebijakan vang paling kompleks dan sangat menentukan keberhasilan kebijakan
yang ditetapkan tersebut, Hal ini serupa dengan apa yang diutarakan oleh Bardach
dalam Agustine (2006:54) berikut:

“Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang

kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskan dalam kata-

kata dan slogan-slogan vang kederangannya mengenakan bagi telinga para

pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi
uniuk melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan semua orang.™

Begitu pula menurut Merilee S, Grindle dalam Agustino (2006:154), yaitu:

“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya

dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang

telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individu project

dan yang kedua apakah tujuan program telah tercapai’.

Terdapat berbagai definisi yang disampaikan para ahli mengenai
Implementasi Kebijakan, diantaranya Van Metter dan Horn dalam Agustine

{2006: 34) vang mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau
peiabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang



diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam

keputusan kebijaksanaan,”

Selanjutnya, Mazmanian dan  Sebatier dalam Agustino (2006:54)
mendefinisikan implementasi sebagai:

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, hiasanya dalam bentuk undang-

undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-

keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Lazimnya, keputusan terscbut mengidentifikasikan masalah vang ingin

diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran vang ingin dicapai,

dan berbagai carn  untuk  menstrukturkan  atau mengatur  proses
implementasinya.”

Sedangkan menurut George Edward 11T dalam Winarno (2007:126).
implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan
kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat vang dipengaruhinya. Jika
suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah maka kebijakan
ifu  mungkin  akan mengalami  kegagalan sekalipun kebijakan itu  di
implementasikan dengan sangat bail.

Untuk itu, dalam penelitian mengenai Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001
Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus :
Minuman Keras) ini menggunakan model implementasi kebijakan yang diungkap
oleh Grindle dalam Agusting (2006:167) yang dikenal dengan fmplementation as

A Political and Administrative Process. Keberhasilan implementasi kebijakan

dapat dilihat dari dua hal, yaitu:



1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan
kehijakan sesuai dengan vang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi

kebijakannya.

]

Apakah tujuan kKebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua
faktor, yaitu:

a) Impak atau efcknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.

b} Tingkat perubahan vang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan

perubahan yang terjadi.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan babwa yang
dimaksud implementasi adalah pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan
atan tindakan-tindakan vang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-
pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada
tercapainya fujuan-tujuan vang telah digariskan dalam kebijakan yang telah
ditetapkan. Dengan demikian implementasi kebijakan adalah salah satu hal yang
terpenting dalam Keseluruhan tahapan kebijakan, karena melalui tahapan ini
keseluruhan tata laksana kebijakan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau

tidaknya pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

2.1.3 Minuman Alkohol

Alkohol itu sendiri adalah zat vang paling sering disalahgunakan manusia,
alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-
umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan

proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohel yang lebih tinggi



bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90
menit, Setelah diserap, alkohol / etano] disebarluaskan ke suluruh jaringan dan
cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi
euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanal. Etanol
adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran.
Bahan psikeaktit’ yang terdapat dalam alkohol adalah etil alkohol yang diperoleh
dari proses fermentasi madu, pula sari buah atau umbi umbian, Beberapa jenis
minwman yang mengandung alkohol antara lain :

1. Bir: kandungan alkoholnya 2-8%

[

Dry Wine :kandungan alkoholnya 8- [4%,
3. Vermouth :kandungan alkoholnya |8 — 20 %,
4. Cocktail wine :kandungan alkoholnya 20 - 21 %
5. Cordial:kandungan alkoholnya 25 — 40 %
6. Spirits:kandungan alkoholnya 40 — 30 %

Ada beranekaragam jenis minuman beralkohol diamaranyva anggur, Bir,
Bourbon, Brendi. Brugal, Caipirinha, Chianti, Mirin, Prosecco, Rum. Sake,
Sampanye, Shochii, Tuak. Vodka. Dampak mengkonsumsi alkohol dapat
menyebabkan kecelakaan lalu lintas, kasus penganiayasn, bunuh diri. dan
kecelakaan Kerja. Beberapa etnik di Indonesia seperti Suku Batak, dan di Solo
menggunakan minuman beralkohol pada acara tertentu dalam jumlah yang sedikit.
Mereka juga memproduksi minuman beralkoho! dengan nama yang bermacam

ragam misalnya tuak, minuman cap tikus, ciu dll



Pengaruh alkohol jangka pendek alkohol dapat menyebabkan hilangnya
produktifitas kerja dan alkohol juga dapat menyebabkan seseorang melakukan
tindak kriminal. Selain jangka pendek, mengkonsumsi alkohol berlebihan dalam
Jangka panjang dapal menyebabkan kerusakan jantung, tekanan darah tinggl,
stroke. kerusakan hati, kanker saluran pencernaan, gangguan pencernaan lainnya
(misalnya tukak lambung), impotensi dan berkurangnya kesuburan, meningkatnya
resiko terkena kanker payudara, kesulitan tidur, kerusakan otak dengan perubahan
kepribadian dan suasana perasaan, sulit dalam mengingat dan berkonsentrasi. (Try
Kusumojati. 2010,  Bahaya  Mengkonsumsi  Minuman  Beralkohol

http: Vkesehatan kompasiana.com'medis/2010/05/] Tialkohol/, 10 Maret 2012)

2.2 Deskripsi lmplementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang

Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian,
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnva di
Kota Cilegon.

Perlindungan secara hukum terhadap warga negara merupakan hal yang
wajib dilakukan bagi sebuah negara baik secara jasmani maupun rohani,
Perfindungan terhadap kesehatan warga negara telah diatur dalam Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1992 tentang Keschatan. Dengan mempertimbangkan hal yang
telah disebutkan dan berikut dengan Undang-undang Nomor | Tahun 1946
tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana beserta Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka keluarlah peraturan daerah
pelaksana yvang telah mengikuti Peraturan daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun

2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah,



yitity Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan,
Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat
Adiktif lainnya di Kota Cilegon.

Adapun maksud dari Peraturan Daerah No 5 Tabun 2001 Tentang
Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon, yaitu membebaskan Kota
Cilegon dari pelanggaran-pelanggaran terkait dengan penyalahgunaan narkotika,
tindakan asusila, minuman keras dan perjudian karena pelanggaran kesusilann,
minuwman keras, perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
lainya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, adat
istiadat, ketertiban umum yang berdampak negatif pada sendi-sendi kehidupan
masyarakat. Ketika semua hal terscbut dapat dikendalikan maka ketentraman dan
nilai-nilai lulur masyvarakat Cilegon yang agamis dapat dilestarikan sehingga hal

hal tersebut perlu diatur dalam peraturan daerah.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan alur berpikir peneliti dalam penelitian vang
bertujuan untuk mengetahui bagaimana alur berpikir peneliti dalam menjelaskan
permasalahan penelitian. Penelitian mengenai Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001
Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnva di Kota Cilegon (Studi Kasus

Peredaran Minuman Keras) ini menggunakan model implementasi kebijakan yang



diungkap oleh Grindle dalam Agustino (2006:167). Keberhasilan implementasi

kebijakan dapat dilihat dari dua hal, yaitu;

l.

Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan
kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (désign) dengan menujuk pada aksi
kebijakannyi.

Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua
faktor, vaitu:

a) Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok,

by Tingkat perubahan vang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan

perubahan yang terjadi.

Keberhasilan implementasi kebijokan juga sangat ditentukan oleh tingkat

implententability kebijakan itu sendiri, vaitu yvang terdiri dari Contenrs of Policy

dan Conrext of Policy,

Conrent Policy menurut Grindle adalah:

a) Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang mempengarthi)

Berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu
implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan
dalam pelaksanaanya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan
sgjauhmana  kepentingan-kepentingan  tersebut  membawa  pengaruh
terhadap implementasinya. Selanjutnya latar belakang diberlakukannya

suatu kebijakan dan berbagai sudut pandang dari pihak terkait yang



b)

melatarbelakangi serta kepentingan yang wvang mempengaruhi  suatu

implementasi kebijakan,

Type of Beaefit(tipe manfaat)

Pada poin ini isi kebijakan vang mengacu pada tipe manfaat dari
implementasi suatu kebijakan adalah berusaha untuk menunjukkan atau
menjelaskan balwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis
manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh

pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

€) Extent of Change Envision (derajat perubahan yang di capai)

)

€)

Dalam suatu kebijakan pasti mempunyai target yvang hendak dan ingin
dicapai. Derajat perubahan yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah
bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui

suatu implementasi kebijakan.

Site of Decision Making (letak pengambilan keputusan)
Pengambilan keputusan adalah terletak pada siapa yang berwenang dan

bertanggung jawab dalam suatu implementasi kebijakan.

Program Implementer (pelaksana program)
Dalam mengalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan

adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan  kapabel demi



keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata atau terpapar dengan

baik pada bagian ini.

1y Resources Commired (sumber-sumber daya vang digunakan)
Pelaksana suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya

vang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. Context of Policy menurut Grindle adalah:

a) Power, Intevest and Strategy of Actor Imvolved (kekuasaan, kepentingan-
kepentingan.dan strategi dari aktor yang terlibat)
Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula  kekuatan atau
kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh
para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi
kebijakan. Bila hal inmi tidak diperhitungkan dengan matang, besar
kemungkinan program yang hendak diimplementasikan tidak akan sesuai

dengan tujuan yang telah ditetapkan,

by Ifnstitute and Regime Characteristic (karakteristik lembaga dan rezim
berkuasa)
Lingkungan di mana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh
terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin  dijelaskan

karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan,



¢) Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari
pelaksana)
Hal ini vang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan
adalah kepatuban dan respon dari para pelaksana. maka hendak dijelaskan
pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana
dalam menanggapi suatu kebijakan. Setelah pelaksanaan kebijakan yang
dipengaruhi oleh isi atau komten dan lingkungan atau komieks vang
diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan
dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan,
juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu

lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.



Adapun kerangka berpikir peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

Peratoran Baerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran
Kesuosilann, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon
(Studi Kasus : Peredaran Minuman Keras)

!

| ]

|. Peredaran minwman keras telah terjadi di tempat hiburan,
kate dan warung remang-remang di Kota Cilegon.

. Terjadi pembiaran dari pihak berwajib terhadap peredaran
minuman keras di Kota Cilegon

3. Minimnya pengawasan dari pthak berwajib Kota Cilegon.

v

Mode! Implementasi Merilee 8. Grindle (2006:167)

!

bes o

[

2

Isi Kehijakan

. Kepentingan-kepentingan yang

mempengaruhi

Tipe Manfaat

Derajat Perubahan vang ingin
dicapal

Letak Pengambilan Keputusan
Pelaksana Program

Sumber Daya yang Digunakan

!

[

Konteks Kebijakan
Kekunsaan, Kepentingan-
kKepentingan,dan Strategi dari
Aktor yang Terlihat
Karakteristik Lembaga dan
Rezim yang sedang berkueasa
Tingkat kepatuhan dan adanya
respon dart kelompok sasaran.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir




2.4 Asumsi Dasar

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapal dibuat asumsi dasar
dalam penelitian ini bahwa Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001
Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian. Penyalahgunaan
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon khususnya

mengenai peredaran minuman keras belum optimal,



BAB 111

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penclitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam
mengumpulkan data penelitiannya menurut  Arikunto, (2002:136). Dalam
mengetahui  implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2000 Tentang
Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif’ Lainnya di Kota Cilegon (Studi kasus : Peredaran
Minuman Keras), vang sesual dengan rumusan masalah dan tujan penelitian,
maka dalam penelitian menggunakan metode deskripsi kualitatif:

Marshal dalam Sugiyono (2007:63) mendefinisikan kualitatif sebagai
suatl proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik
mengenai kompleksitas vang ada dalam interaksi manusia, Sejalan dengan definisi
tersebut Sarwono (2006:19) menyatakan bahwa penelitian dengan menggunakan
pendekatan kualitatif didasari diantaranya oleh teori-teori fenomenclogi dan
interaksi simbolik.

Kualitatif menurut Kirk dan Miler (1969} dalam Moleong (2002:3) adalah
tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental
bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan
berhubungan dengan orang-orang  tersebut  dalam  bahasanya dan  dalam

peristilahannya.



Dalam penelitian kualitatif data vang dihasilkan berbentuk kalimat, kata
dan pambar untuk mengeksplorasi bagaimana kenyataan sosial yang terjadi
dengan mengdeskripsikan variabel vang sesual dengan masalah dan unit yang
diteliti, dalam hal ini adalah implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 200]
Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kota Cilegon (Studi kasus :

Peredaran Minuman Keras).

3.2 Informan Penclitian
Informan dalam penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah No 5
Talun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian,
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnva di Kota Cilegon
(Studi kasus : Peredaran Minuman Keras). ditentukan dengan menggunakan
teknik  purposive.  yaitu  merupakan metode  penetapan  informan  dengan
herdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu disesuaikan dengan informasi yang
dibutuhkan. Penentuan jumlah informan menggunakan teknik swowball, vaitu
jumlah infoman akan bertambah sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian,
Informan dalam penelitian ini yaitu:
a. Kasubag Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Cilegon
b. Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Cilegon

c. Kasi Trantrib Pol PP Kota Cilegon



d.  Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
e. Penjual Minuman Keras.
[ Konsumen Minuman Keras.
g. Masyarakat Kota Cilegon.
Untuk memudahkan dalam pembacaan hasil penelitian, maka berikut ini

akan diuraikan daftar informan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

No Kode Informan Jabatan/Status Informan
; i Kasubag Dokumentasi Hukum
! Bagian Hukum Setda Kota Cilegon
g Kasubag Perundang Undangan
2
: Bagian Hukum Setda Kota Cilegon
3 I Kasi Trantrib Pol PP Kota Cilegon
4 I Anggota Satpol PP Kota Cilegon
3 I; Anggota Satpol PP Kota Cilegon
¥ I Penjual Minuman Keras |
7 I Penjual Minuman Keras 2
) Iy Penjual Minuman Keras 3




9 Iy Konsumen Minuman Keras |
1 Iy Konsumen Minuman Keras 2
Il I Konsumen Mimuman Keras 3
12 I;: Konsumen Mmuman Keras 4
13 I Konsumen Minuman Keras 5
14 iy Masyarakat Kota Cilegon |
15 15 Masyarakat Kota Cilegon 2
Lfy I, Magyarakat Kota Cilegon 3
17 I;- Masvarakat Kota Cilegon 4
1% Iy Magvarakat Kota Cilegon 5

Tabel 3.1 Tabel Informan

Berdasarkan tabel diatas, maka dapar diketahui bahwa dalam penelitian ini
informan merupakan orang-orang vang terlibat baik secara langsung maupun
tidak langsung dalam implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang

Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika,



Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kota Cilegon (Studi kasus : Peredaran

Minuman Keras). Informan tersebut terdiri dari ;

a) 1 (sat) orang Kasubag Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekda Kota
Cilegon.
b) | (satu) orang Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kota
Cilegon.
¢) 1 (satu) orang Kasi Trantrib Pol PP Kota Cilegon,
d) 2 (dua) orang Anggota Satpol PP Kata Cilegon.
e) 3 (tiga) orang Penjual Minuman Keras terdivi dari ¢
a. | {satu}erang Penjual Minuman Keras di tempat hiburan
b. 2 (dua)orang Penjual Minuman Keras di warung remang-remang,
fy 5 (lima) orang Konsumen Minuman Keras,

gy 5 (lima) orang Masavarakat Kota Cilegon.

3.3 Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yvang digunakan untuk mengumpulkan data dalam
penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Menurut Nasution dalam Sugivono
(2007: 61-62), peneliti sebagai instrument penclitian serasi untuk penelitian
serupa karena memilik ciri-cirt antara lain:
I. Peneliti sebagai alat peka dan dapat beraksi terhadap segala stimulus dari

lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi peneliti,



[E.]

. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek

keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus,

3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu mstrumen berupa tes
atau angket yang dapal menangkap Keseluruhan situasi Kecuall manusia,

4. Suatu situasi yvang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami
dengan pengetahuan semata. Jadi. untuk memahaminya kita perlu sering
merasakannya. menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita.

5. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh
dan ia dapat menafsirkannya.

6. Hanya manusia sebagai  instrumen dapat mengambil kesimpulan
berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan
dengan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan,
perbaikan.

7. Dalam manusia sebagai instrumen, respon yang anch dan menyimpang

diberi perhatian. Respon vang lain dari pada yang lain. bahkan yang

bertentangan dipakai untuk mempertinggi tingkat kepercayaan dan tingkat

pemahaman mengenai aspek yang diteliti.

3.4 Teknik pengumpulan data
Dalam melakokan penclitian. peneliti  menggunakan wawancara,
observasi, dan stodi  dokumentasi sebagai  teknik  penelitian, adapun

penjelasannya sebagai berikut ;



Wawancara, Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang,
melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang
lainnya dengan mengajukan pertanvaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan
tertentu (Mulyvana, 2008; 180), Sedangkan menurut Bungin (2001: 88)
wawancara dalam  suatu pepelitian  bertujuan  untuk  mengumpulkan
keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta
pendirian-pendirian ity merupakan suatn pembantu utama dari metode
utama (pengamatan), Oleh karena itu, wawancara dalam penelitian
kualitatif bersitat mendalam (fn-depr Interview). Adapun jenis wawanecara
vang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur.
Jika dalam wawancara terstruktur, pewawancara menetapkan sendiri
masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, maka pada wawancara
semi terstruktur pertanyaan biasanya disesuaikan dengan keadaan dan ciri
yang unik dari informan, pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam
percakapan sehari-hari. Wawancara perlu dilakukan lebih dari dua kali
karena dua alassan utama. Pertama adalah pendekatan pengetahuan
temporal. Istilah temporal maksudnya adalah istilah filosofis yang
mendefinisikan  bagaimana situasi dan pengetahuan orang saat  itu
dipengaruhi oleh penpalamannya dan bagaimana situasi saat itu akan
menentukan masa depannya. Alasan kedua melakukan wawancara lebih
dari satu kali adalah untuk memenuhi kriteria rigor (ketepatan/ketelitian),
Selain  itu juga memungkinkan peneliti  mengkonfirmasi  atan

mengklarifikasi informasi yang ditemukan pada wawancara pertama.



Melalui pertemuan ini hubungan saling percaya dengan informan semakin
meningkat sehingea memungkinkan peneliti menvingkap pengalaman atau

perasaan informan yang lebih pribadi.

Jadi, secara umum wawancara terdiri atas tiga tahap. Tahap
pertama meliputi perkenalan, memberikan pambaran singkat proses
wawancara dan membangun hubungan saling percaya. Tahap kedua
merupakan tahap vang terpenting dengan diperolehnya data vang bergina.
Tahap akhir adalah ikhtisar dari respon informan dan memungkinkan
konfirmasi atau adanya informasi tambahan. Adapun kisi-kisi wawancara
semi terstruktur pada penelitian ini adalah berupa poin-poin pokok yang
akan ditanyakan pada informan dan dikembangkan pada saat wawancara
berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar proses wawancara berlagsung
secara alami dan mendalam seperti vang diharapkan dalam penelitian
kualitaitif. Adapun kisi-kisi wawancara semi terstruktur pada penelitian ini
adalah berupa poin-poin pokok yang akan ditanyakan pada informan dan
dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. adalah sebagai berikut:
Isi Kebijakan (Content of Policy), terdiri dari beberapa dimensi, yaitu :

A, Kepentingan-kepentingan vang mempengaruhi, dengan kategori
a, Kepentingan pemerintah Bagian Hukum Pemerintah Kota
Cilegon,
b. Kepentingan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota
Cilegon,

c. Kepentingan penjual minuman keras



|

Tipe manfaat, dengan kategori :
a. Manfaat bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota
Cilegon,
b. Manfaat bagi masyarakat Kota Cilegon,
Derajat perubahan yang ingin dicapai. dengan kategori :
a. Bagi Bagian Hukum Pemerintah Kota Cilegon.
b. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Citegon,

¢, Bagi masyarakat Kota Cilegon.

. Letak pengambilan keputusan dari pelaksana kebijakan yaitu

ditinjau dari garis wewenang dan tanggung jawab Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cilegon dan Bagian Hukum
Pemerintah Kota Cilegon.

Pelaksana program  ditinjau  dari kordinasi antara  pelaksana
kebijakan bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota
Cilegon.

Sumber daya vang digunakan meliputi pada sumber pendanaan dan

sumber daya manusia yang tersedia dalam implementasi kebijakan.

2. Lingkungan Kebijakan (Conrext of Policy), terdiri dari beberapa dimensi,

vaitu :

(.

Pengaruh kekuasaan dan strategi dari Bagian Hukum Pemerintah
Kota Cilegon dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota

Cilegon dalam implementasi kebijakan,



H. Karakteristik lembaga ditinjau dari kepemimpinan vang dilakukan
oleh masing-masing pelaksana kebijakan dalam hal ini Bagian
Hukum Pemerintah Kota Cilegon dan Satuan Polisi Pamong Praja
{Satpol PP) Kota Cilegon.

I. Tingkat Kepatuhan dari pelaksana, dengan kategori :

a. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cilegon

b. Masyarakat Kota Cilegon

Adapun dalam pengajuan pertanyaan — pertanyaan kepada informan
diberikan kode yaitu Q dengan diberikan angka berdasarkan urutannya. Pengajuan
pertanyaan didasarkan pada dimensi-dimensi pertanyaan diberikan kode A — E
dan pertanyaan tersebut diajukan kepada informan diberikan kode I ditambah

urutan angka dibelakangnya.



PEDOMAN WAWANCARA

Kode
Dimensi
Pertanvaan

Kode
Pertanyaan

Kode
Informan

Pertanyaan vang diajukan

0,

fj:

Apakah ada kepentingan-
kepentingan  pemerintah  Kota
Cilegon melalui Bagian Hukum
Sekertariat Daerah Kota Cilegon
baik secara langsung maupun tidak
terkail dengan pembuatan Peraturan
Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang
Pelanggaran Kesusilaan, Minuman
Keras, Perjudian, Penyalahgunaan
Narkotika., Psikotropika dan Zat
Adiktif lainnya di Keta Cilegon?

IJ.J..‘F

Bagaimana kepentingan  Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Cilegon
sebagai pelaksana teknis
implementasi Peraturan Daerah No
5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran
Kesusilaan,  Minuman  Keras,
Perjudian, Penvalahgunaan
Markotika, Psikotropika dan Zat
Adiktif lainnya di Kota Cilegon ?

Lol

!d-.?.#

Sebapai sasaran dari implementasi
kebijakan tersebut, apakah penjual
minuman  keras merasakan  ada
kepentingan tertentu dalam
implementasi Peraturan Daerah No
5 Tahun 20011 Tentang Pelanggaran
Kesusilaan,  Minuman  Keras,
Perjudian, Penyalahgunaan
Markotika, Psikotropika dan Zat
Adiktif laimnya di Kota Cilegon 7

o,

IF, PR R )

Sebagai sasaran dari implementasi
kebijakan tersebut, apakah
konsumen minuman keras
merasakan ada kepentingan tertentu
dalam  implementasi  Peraturan
Daeralh No § Tahun 2001 Tentang
Pelangearan Kesusilaan, Minuman




Keras, Perjudian, Penyalahgunaan
Narkotika, Psikotropika dan Zat
Adiktif lainnya di Kota Cilegon ?

05

IMJ 560708

Manfaat apa vyang diperoleh
masayarakat Kota Cilegon dalam
implememasi Peraturan Daerah No
5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran
Kesusilaan, Minuman  Keras,
Perjudian, Penvalahgunaan
Markotika, Psikotropika dan Zat
Adiktif lainnya di Kota Cilegon?

O,
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Apakah ada perubahan yang ingin
dicapai selama implementasi
Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001
Tentang Pelanggaran Kesusilaan,
Minuman K.eras, Perjudian,
Penyalahgunaan MNarkotika,
Psikotropika dan  Zat  Adikuf
lainnya di Kota Cilegon bagi
Bagian Hukum Sekertariat Dacrah
Kota Cilegon 7

b5

Dalam  kedudukannya  sebagai
pelaksana teknis kebijakan
implementasi Peraturan Dacrah No
5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran
Kesusilaan, Minuman  Keras,
Perjudian, Penyalahgunaan
Narkotika., Psikotropika dan Zat
Adiktif lainnya di Kota Cilegon,
apakah ada perubahan yang ingin
dicapai selama kebijakan tersebut
dijalankan?

O

!.H..J' F 16,0718

Perubahan apa yang ingin dica[_ag‘i_
dalam  pelaksanaan  Peraturan
Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang
Pelanggaran Kesusilaan, Minuman
Keras, Perjudian, Penyalahgunaan
Narkotika, Psikotropika dan Zat
Adiktif lainnya di Kota Cilegon ?




Bagaimanakah pembagian
wewenang dan tanggung jawab
terkait  implementasi  Peraturan
Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang
Pelangparan Kesusilaan, Minuman
Keras, Perjudian, Penyalahgunaan
Narkotika. Psikotropika dan Zat
Adiktif lainnya di Kota Cilegon?

Iiys

Bagaimana koordinasi antar pihak
terkait  implementasi  Peraturan
Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang
Pelanggaran Kesusilaan, Minuman
Keras, Perjudian, Penyalahgunaan
Narkotika. Psikotropika dan Zat
Adiktif lainnya di Keta Cilegon 7

IJ.J.I

Bagaimana dengan sumber dana
yang dikeluarkan dalam Penertiban
Minuman  Keras menurut
implementasi Peraturan Daerah No
5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran
Kesusilaan,  Minuman  Keras,
Perjudian, Penyalahgunaan
Markotika, Psikotropika dan Zat
Adiktif lainnya di Kota Cilegon?

]l..“.!

Dalam  pelaksannan  Peraturan
Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang
Pelanggaran Kesusilaan, Minuman
Keras, Perjudian, Penyalahgunaan
Narkotika. Psikotropika dan Zat
Adiktif lainnya di Kota Cilegon,
apakah selama ini ada dana yang
anda setorkan kepada pelaksana
kebijakan?

Iz

Bagaimana sumber daya manusia
yang MEngUrusi penertiban
minuman keras di Satuan Polisi
Pamong  Praja  Kota Cilegon
ditinjau  dari  segi  kualitas dan
kuantitasnva !




.f;._:

Bagaimana  dengan  pengaruh
kekuasaan dari pemerintah melalui
Bagian Hukum Sekertariat Dagrah
Kota Cilegon dalam pengambilan
tindakan terhadap implementasi
Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001
Tentang Pelanggaran  Kesusilaan,
Minuman Kerns, Perjudian,
Penyalahgunaan MNarkotika,
Psikotropika  dan  Zat  Adiktif
tainnya di Kota Cilegon?

'r_T.J..T

Bagaimana pengarub  kekuasaan
yng dimiliki oleh  Satuan polisi
Pamong Praja kaitannya dalam
implementasi Peraturan Daerah No
5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran
Kesusilaan, Minuman  Keras,
Perjudian, Penyalahgunaan
Narkotika, Psikotropika dan Zat
Adiktif lainnya di Kota Cilegon?

IJ.J.I

Strategi  apakah vang digunakan
dalam  implementasi  Peraturan
Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang
Pelanggaran Kesusilaan, Minuman
Keras, Perjudian, Penyalahgunaan
Narkotika, Psikotropika dan Zat
Adiktil lainnya di Kota Cilegon
agar penertiban  minuman  keras
dapat berjalan tanpa hambatan?

QJF

Bagaimana pandangan  Bagian
Hukum Sekertariat Daerah Kota
Cilegon terhadap kepemimpinan
Polisi Pamong Praja selaku unit
pelaksana teknis dalam
menjalankan suatu  implementasi
kebijakan?

!_T.-l.ﬂ:

Bagaimana dengan kepemimpinan
yang dilakukan Polisi Pamong
Praja  dalamy menjalankan suatu
implementasi kebijakan?




Bagaimana dengan tingkat
kepatuhan dari para  pelaksana
kebijakan mengenai implementasi
Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001

| I . .
Qs LAt Tentang Pelangparan Kesusilaan,
Minuman Keras, Perjudian,
Penyalahgunaan Narkotika,

Psikotropika  dan  Zat  Adiktif
lainnya di Kota Cilegon?

Tabel 3.2 Pedoman Wawancara

2. Observasi merupakan kegiatan yvang meliputi pencatatan secara sistematik
kejadian-kejadian perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang
diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Konsep
vang dikemukakan oleh Faisal dalam Sugiyvono (2007: 64) yang

mengklasifikasikan observasi, vaitu:

a) observasi berpartisipasi (participant observation}
b) observasi wvang secara terang-terangan dan tersamar (gvert
obsepvation and covert observation), dan

¢) observasi yang tidak berstruktur funstructured observation),

Maka, observasi yang dilakukan dalam penclitian ini adalah obeservasi
secara terus terang dan berpartisipasi, dimana peneliti dalam melakukan
pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa
dia sedang melakukan penelitisn. Sehingga mereka yang diteliti
mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Dan peneliti
berpartisipasi sebagai pembeli minuman keras tanpa turut serta sebagai

konsumen. Hal ini dimaksudkan agar tetap mendapatkan informasi tanpa



harus menjadi konsumen minuman keras, Peneliti juga terlibat dengan

kegiatan sehari-hari vang menjadi sumber data penelitian,

Studi dokumentasi.yakni pengumpulan data yang bersumber dari dokumen
vang resmi dan relevan dengan penelitian vang sedang dilakukan.
Dokumen vang diperoleh tersebut dapat berupa tulisan, gambar, atau
karya-karya monumental dari seseorang. Adapun alat pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian ini, khususnyva dalam melakukan

wawancara adalah:

a. Buku catatan : untuk mencatat pencatatan dengan sumber dana,

b. Handphone recorder © untuk merekam semua percakapan karena
jika hanya menggunakan buku catatan, peneliti sulit untuk
mendapatkan informasi yang diberikan oleh informan.

c. Handphone camera @ untuk memotret kegiatan yang berkaitan
dengan penelitian. Hal ini dimaksadkan untuk meningkatkan

keabsahan penelitian.

Selanjutnya sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi atas
data primer dan data sekunder. Data primer diambil langsung dari
informan penelitian. Dalam hal ini data primer diambil melalui wawancara
fimterview). Sedangkan data sekunder adalah data vang tidak langsung
berasal dari informan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, data sekunder

diperoleh melalui data-data dan dokumen-dokumen yang relevan dengan



masalah yvang diteliti. Data-data tersebut merupakan data yang diperlukan

dalam menyelesaikan masalah yang dibahas penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan secara terus mencrus scjak data awal
dikumpulkan sampai dengan penelitian berakhir. Untuk memberikan makna
terhadap data vang telah dikumpulkan, dilakukan analisis data dan interpretasi.
Mengingat ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif, maka analisis
dilakukan sejak data pertama sampai penelitian berakhir,

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
mengikuti teknik analisis data kualitatif mengikuti konsep vang diberikan Irawan
dalam bukunya Metodologi Penelitian Administrasi (2005;527) yang terdiri dari
langkah-langkah vang sistematis dimulai dari pengumpulan data mentah, transkrip
data, pembuatan koding, kategonsasi data, penyimpulan sementara, triangulasi
dan penyimpulan akhir,

Jadi, dalam analisis data pada penelitian kualitatif bersifat induktif
(grounded), dapat diartikan bahwa kesimpulan penelitiannya adalah dengan cara
mengabstraksikan data-data empiris yang dikumpulkan dari lapangan dan mencari
poela-pola yang terdapat didalam data-data tersebut. Karena itu analisis data dalam
penelitian kualitatif tidak perlu menunggu sampai seluruh proses pengumpulan
data selesai dilaksanakan. Analisis itu dilaksanakan secara paralel pada saat
pengumpulan data, dan dianggap selesai manakala peneliti merasa telah memiliki

data sampai tingkat “titik jenuh™ atau realiable (data yvang didapat telah serapam



dan telah menemukan pola aturan yang ia cari), Maka tidak heran bila dalam
penelitian  kualitatif dapat berlangsung sampai berbulan-bulan atau bahkan
bertahun-tahun.

Maksud dari analisis data adalah untuk penyederhanaan data ke dalam
formula wang sederhana dan mudah dibaca serta modah diinterpretasikan,
maksudnya analisis data disini tidak saja memberikan kemudahan interpretasi,
tetapi mampu memberikan kejelasan makna dari setiap fenomena yang diamati,
sehingga implikasi vang lebih luas dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagai
bahan simpulan akhir penelitian.

Adapun langkah dalam melakukan teknik analisis data yang digunakan
menurut Irawan (2005:527) adalah sebagai berikut:
|, Pengumpulan Data Mentah

Pada tahap ini peneliti melakukan kegintan mengumpulkan data dengan teknik
pengumpulan data seperti wawancara terhadap informan yang telah ditetapkan
(purposive) dan informan sekunder, melakukan observasi di lokasi penelitian
serta studi dokumentasi guna memperkuat data vang yang didapat. Yang
peneliti catat hanya data apa adanya (verbarim). Jangan dicampurkan dengan

permnikiran peneliti, komentar peneliti maupun sikap peneliti.

i

Transkrip Data
Pada tahap ini, peneliti merubah catatan ke dalam bentuk tertulis dengan kata-

kata yang apa adanya.



Pembuatan Koding

Pada tahap ini, peneliti membaca ulang seluruh data yang sudah di transkrip,
Perlu ketelitian dalam membaca transkrip. pada bagian-bagian tertentu dani
transkrip itu peneliti akan menemukan hal-hal penting yang perlu peneliti catat
untuk proses bertkutnya. Dari hal-hal penting ini. dapat diambil kaia kuncinya

dan dibertkan kode.

Kategorisasi Data
Pada tahap ini, peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara mengikat

kata-kata kunci dalam suatu kategorisasi.

. Penyimpulan Sederhana

Pada tahap ini, peneliti mengambil kesimpulan yang bersifat sementara dan
harus berdasarkan data sehingga kesimpulan ini tidak dapat dicampur adukan
dengan pemikiran dan penafsiran peneliti. Adapun jika peneliti ingin
memberikan  penafsiran  dari  pemikiran peneliti sendiri  (Observer’s
Comments), maka peneliti dapat menuliskannya pada bagian akhir kesimpulan

sementara,

. Triangulasi

Pada tahap ini, penelii melakukan proses check and recheck antara satu

sumber data dengan sumber data lainnya,



7. Penyimpulan Akhir
Pada tahap ini, setelah data dianggap cukup dan dianggap telah sampai pada
titik jenuh atau telah memperoleh kesesuaian, maka kegiatan selanjutnya

adalah peneliti membuat kesimpulan akhir dan mengakhiri penelitian.

Langkah-langkah analisis tersebut dapat ditunjukkan pada gambar berikut:

Pengumpulan » | Transkip ,| Pembuatan » | Kategorisasi
Data Mentah Data Koding Data
Triangulas: Penyimpulan
. Sementara

Penyimpulan
Akhir

Gambar 3.1 Analisis Data menurut Trawan (2005:527)

3.5 Kceabsahan Data

Keabsahan data atau validitas merupakan derajat ketepatan antara data
yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh
peneliti. Artinya data vang valid adalah data yvang tidak berbeda antara data yang
dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek
penelitian (Sugiyvono, 2005 @ 117). Untuk menguji validitas data pada penelitian
ini dilakukan meialui teknik  Triangulasi Data wvang merupakan teknik

pemeriksaan keabsahan data yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan




atau sebagai pembanding terhadap data itu. Untuk ity teknik Triangulasi Data

yang digunakan oleh peneliti adalah dengan mengpunakan teknik Triangulasi

Sumber dan Triangulasi Teknik.

Triangulasi swmber menurut Paton dalam Moleong (2005:330% berarti

membandingkan dan mengecek balik derajar kepercayaan suatu informasi yang

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal

tesebut dapat dicapai dengan cara:

l.

2

Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
Membandingkan apa yan dikatakan orang di depan umum dengan apa
yang dikatakan secara pribadi;

Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi peneliti
dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;

Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat biasa. kalangan
yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang pemerintahan;
Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang

mempunyai keterkaitan.

3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian yvang berjudul “lmplementasi Peraturan Dacrah No 5

Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian,

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Keta Cilegon



{Studi Kasus : Peredaran Minuman Keras)”, penelitian dilakukan di Kota Cilegon.

Sekertariat Daerah Kota Cilegon dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon,

Tabel 3.3
Jadwal Penelitian Tahun 20011-2012

No | Kegiatan ' Sep | Okt | Nov | Des [ Jan | Feb | Mar | Apr | Mei [ Jun

Pengajuan
Juddul

Penyusunan

Balb |

Penyusunan

Bab 11

T

Penyusunan
Bal 11T

Analisis
Data

Seminar
6| Proposal
Penelitian

Revisi

7 | Proposal
Penelitian
Penyusunan

8 }
Bab [V

4 Penyusunan
Bab ¥
Sidang

10

Skripsi




BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Keota Cilegon

Kota Cilegon, adalah sebuah kota di Provinsi Banten, Indonesia. Cilegon
berada di wjung barat laut Pulan Jawa, di tepi Selat Sunda. Dahulu Cilegon
merupakan wilayah bekas Kewedanaan (Wilayah kerja pembaniu Bupati KDH
Serang Wilayah Cilegon). yvang meliputi 3 (tiga) Kecamatan vaitu Cilegon,
Bojonegara dan Pulomerak. Berdasarkan Pasal 27 Ayar (4) UU No 5 tabun 1974
tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah, Cilegon kiranya sudah memenuhi
persvaratan untuk dibentuk menjadi Kota Administratif.

Melalui surat Bupati KDH Serang No. 86/Sek/Bapp/VIL/E4 tentang usulan
pembentukan administratif Cilegon dan atas pertimbangan yang obyektif maka
dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1986, tentang pembentukan Kota
Administratif Cilegon dengan luas wilayah 17.550 Ha vang meliputi 3 (tiga)
wilayah Kecamatan meliputi Pulomerak, Ciwandan, Cilegon dan | Perwakilan
Kecamatan Cilegon di Cibeher, sedanckan Kecamatan Bojonegara masuk
Wilayah kerja pembantu Bupati KDH Serang Wilavah Kramatwatu.

Berdasarkan PP Mo, 3 Tahun 1992 tertanggal 7 Februari 1992 tentang
Penetapan Perwakilan Kecamatan Cibeber, Kota Administratif Cilegon bertambah
menjadi 4 (empat) Kecamatan yaitu Pulomerak, Ciwandan, Cilegon, dan Cibeber.

Dalam perkembangannyva Kota Administratif Cilegon telah memperlihatkan



kemajuan yang pesat di berbagai bidang baik bidang Fisik, Sosial maupun
Ekonomi. Hal ini tidak saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan
pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, tetapi juga
memberikan gambaran mengenai perlunya dukungan kemampuan dan potensi
wilayah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan ditetapkannya dan
disahkannya UL No. 15 tahun 1999 tanggal 27 April 1999 tentang pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat 11 Depok dan Kotamadya Daerah Tinghkat 11 Cilegon,
status  Kota Administratif Cilegon berubah menjadi Kotamadya (sebutan
koramadya diganti dengan koa sejak tahun 2001),

Berdasarkan Undang-undang No. 32 tentang pemerintahan daerah |
Pemeriniah Kota Cilegon telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7
tahun 2007 tentang pembentukan kelurahan di Kota Cilegon yang menyatakan
bahwa dacrah Kota Cilegon memiliki 43 (Empatpuluh tiga) Kelurahan dari 8
{delapan) Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Ciwandan berjumlah 6 Kelurahan

2. Kecamatan Citangkil berjumlah 7 Kelurahan

3. Kecamatan Pulomerak berjumiah 4 Kelurahan

4. Kecamatan Purwakarta berjumlah 6 Kelurahan

5. Kecamatan Grogol berjumlah 4 Kelurahan

6. Kecamatan Cilegon berjumlah 5 Kelurahan

7. Kecamatan Jombang berjumlah 5 Kelurahan

8. Kecamatan Cibeber berjumlah 6 Kelurahan



Gambar 4.1
Peta Kota Cilegon
Sumber: Profil Kota Cilegon

Kota Cilegon merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan
Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera dan juga dilalu oleh beberapa sungai antara
lain, Sungai Kahal, Tompos, Schang, Medek. Gayam, Cikuasa, Sangkanila,
Grogol, Sumur Wuluh, Cipangurungan, dan Kali Cijalumpang, Diantara scbelas
sungai tersebut kali Grogol merupakan yang terbesar dan hampir semuanya
bermuara di Selat Sunda. Sefain beberapa sungai, di Kota Cilegon juga terdapat
sebuah waduk yang cukup luas, yaitu Waduk Krenceng yang membelah Desa
Lebak Denok, Kebon Sari di Kecamatan Ciwandan dan merupakan sumber air
PDAM vang dialirkan ke rumah tangga umuk sebagian wilavah di Kota Cilegon.

Kota Cilegon dikenal sebagai kota perindustrian dan merupakan pusat
perindustrian di kawasan Banten bagian barat. Antara kilang-kilang yang terletak
disini adalah Krakatau Steel sebuah syarikat yvang penting di Indonesia yang
merupakan keluli (sejenis aloi vang bahan utamanya besi) untuk keperluan
perindustrian baik untuk penggunaan dalam negeri maupun untuk eksport dan PT

Asahimas Chemical. Banyaknva industri pengolahan di Keta Cilegon membuat



jenis atau kegiatan pekerjaan yang geluti oleh masyarakat Kota Cilegon adalah
kegiatan perdagangan, hotel, restoran, yang banyak menyerap tenaga kerja.

Kota Cilegon juga memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung
diantaranya jalan darat, 2 (dua) pelabuhan yaitu Pelabuhan Banten-Merak. dan
Pelabuahan Karangantu serta dukungan saran pembangkit tenaga listrik, air. gas

dan telekomunikasi.

4.1.1.1 Geografi Kota Cilegon

Kota Cilegon merupakan kota otonomu yang secara yuridis dibentuk
berdasarkan UT) No.15/1999. Sebagai kota vang berada di ujung barat Pulau
Jawa, Kota Cilegon merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau
Jawa dengan Sumatera. Secara grogratis, Kota ini berada pada koordinat 5°52°24"
6°04°07" Lintang Selatan dan 105754057 — 106705711 Bujur Timuor. Batas
sebelah barat Kota Cilegon berbatasan dengan Selat Sunda, sebelah utara Kowa
Cilezon berbatasan dengan Kecamatan Pulo Ampel dan Bojonegara (Kabupaten
Serang), sedangkan Kecamatan Kramat Watu dan Waringin (Kabupaten Serang)
menjadi batas sebelah timur dari Kota Cilegon, dan sebelah Selatan Kota Cilegon
berbatasan dengan Kecamatan Anyer dan Mancak (Kabupaten Serang) dengan
jumlah penduduk tahun 2010 keseluruhan sejumlah 373.440 jiwa.

Kota Cilegon memiliki iklim tropis dengan temperatur berkisar antara
23,2%C - 33,2°C dan curah hujan rata-rata 175 mm per bulan. Dengan luas 175.5
Km2, Kota Cilegon dibagi ke dalam 8 (delapan) kecamatan dan 43 kelurahan.

Kecamatan dengan luas wilayah terbesar vaitu Kecamatan Grogol (2,338 Ha)



sedangkan kecamatan dengan luas terkeeil yaitu Kecamatan Cilegon (915 Ha).
Kota Cilegon memiliki fisik wilayah yang cukup bervariasi baik ditinjau dari
ketinggian maupun lereng. Pada wilayvah ini dapat ditemui wilayah vang relatif

datar sampai perbukitan terjal.

Tabel 4.1

Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luas Wilavah

Di Kota Cilegon Tahun 2010

LETAK KANTOR JUMLAH
NO | KECAMATAN LUAS/ Ha
KECAMATAN DESA/KEL

e Ciwandan :I;egal Ratu 5.185 &
2. Citangkil Kebon Sari 2.298 7
3. Pulomerak Taman Sari 1.986 4
4. Grogol Grogol 2.338 4
5 Purwakarta Purwakarta 1.524 6
. Cilegon Ciwaduk 915 5
7 Jombang Jombang Wetan 1155 5
8. Cibeber Kali Timbang 2.149 f
KOTA CILEGON 17.550 43

Sumber : Cilegon Dalam Angha 2011




4.1.1.2 Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kota Cilegon

Laju pertumbuhan Kota Cilegon tidak lepas dari pertumbuhan alami { lahir
dan mati) dan juga pertumbuhan penduduk akibat arus mmigrasi. Dari tahun ke
tahun jumlah penduduk Kota Cilegon mengalami pertambahan vang semakin
besar. Jumlah Penduduk Kota Cilegon pada tahun 2010 sebesar 373.440 jiwa,
dengan komposisi 191.229 laki-laki dan 182.211 perempuan dengan tingkat
kepadatan mencapai 2.128 jiwa/km?2.

Pada tahun 2000 penduduk Koeta Cilegon berjumlah 294936 jiwa dan
talwn 2010 sebesar 373,440 jiwa sehingga bisa diperkirakan bahwa rata-rata laju
pertumbuhan penduduk pertahun selama tahun 2000 - 2010 sebesar 2,41%.
Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi yaitu Kecamatan Jombang vaitu
5.225 jiwa'km', sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah yaitu

Kecamatan Ciwadan yaitu 818 jiwa/km’.



Tabhel 4.2

Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan

Di Kota Cilegon Tahun 2010

LUAS
NO | KECAMATAN TP JUMLAH KEPADATAN
5 PENDUDUK PENDLDUK
(Km?)
1. | Ciwandan 51,81 42.397 Bid
2. | Citangkil 2298 64 948 2826
3. | Pulomerak 19.86 42,899 2,160
4, | Purwakarta 15.29 38238 2.501
5. | Grogol 2338 38.538 1.648
6. | Cilegon 9.15 39.465 4313
7. | Jombang 11.55 60.437 5.225
8. | Cibeber 21.49 46,608 2,169
Kota Cilegon 176 373.440 2,128

Sumber : Cilegon Dalam Angka 2011

Situasi ketenagakerjaan di Kota Cilegon pada tahun 2010 menunjukkan

terjadinya peningkatan angkatan kerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2010, persentase

angkatan kerja tercatat sebesar 65.60 persen. Sektor yang menyerap tenaga kerja

terbanyak adalah sektor perdagangan, rumalh makan, dan jasa akomodasi yaitu

sebesar 26.90 persen. Diikuti sektor industri sebesar 23.76 dan sektor jasa-jasa

17.67 persen




4.1.1.3 Perdagangan

Kepiatan perdagangan di Kota Cilegon dicirikan dengan adanya
perdagangan tradisional dan modern. Perdagangan tradisional umumnya berupa
perdagangan pada pasar-pasar tradisional yang banyak tersebar di Kota Cilegon,
diantaranya Pasar Baru, Pasar Kelapa. Pasar Kranggot, Pasar Merak dan Pasar
Cigading. Adapun kegiatan perdagangan modern lokasinya lebih terkonsentrasi di
sekitar pusat Kota Cilegon, berupa pasar-pasar swalayan skala besar dan juga
mall,

Kota Cilegon total memiliki 728 buah perusahaan perdagangan nasional
terdaftar, diantaranya 118 buah perdagangan besar, 128 perdagangan menengah,
482 perdagangan kecil, Kegiatan perdagangan paling banyak dilakukan di
Kecamatan Cilegon dengan total perusahaan perdagangan sebanyak 165 buah.
Sedangkan Kecamatan vang memiliki kegiatan perdagangan terendah vaitu di

Kecamatan Ciwandan dengan jumlah 65 perusahaan perdagangan,



Tabel 4.3
Banyaknya Perusahaan Perdagangan Nasional Terdaftar

Menurut Golongan Usaha Di Kota Cilegon Tahun 2010

ND) KECAMATAN PERDAGANGAN | PERDAGANGAN | PERDAGANGAN JUMLAH
BESAR MENENGAH KECIL
1 | Ciwandan 13 22 30 65
- 2 | Citangkil 14 13 53 80
3 | Pulomerak 9 18 43 70
4 | Purwakarta 10 3 85 98
5 | Grogol 20 12 25 57
6 | Cilegon 19 29 117 165
7 | Jombang 21 16 74 i1
8 | Cibeber ' 12 15 55 — B2
JUMLAH 118 128 482 728

Sumber : Cilegon Dalam Angha 2011

Kota Cilegon juga menjadi daerah lalu lintas perdagangan melalui jalur
perairan dari maupun ke Pulau Jawa. Pelabuhan di Kota Cilegon tidak hanya
melayani  penyeberangan komersil tetapi juga menyediakan jasa  untuk
pengangkutan atau bongkar muat barang baik impor maupun ekspor. Pelabuhan
vang berada di Kota Cilegon, vakni Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Cigading.
Nilai total selama tahun 2000 untuk ekspor barang melalui pelabuhan Merak
senilai USS 765.605,145 dan ekspor barang melalui pelabuhan Cigading senilai

UUSS 138.478.030. Sedangkan untuk nilai impor yang melalui pelabuhan Merak



sebanyak USS 5.096.107.038 dan yang melalui pelabuhan Cigading sebanyak
LSS 2.507.606.918,

Untuk mengatur berbagai macam kegiatan perdagangan maupun hal-hal
vang menyangkut tentang masvarakat Kota Cilegon, pemerintah memiliki
kewenangan yang diwakili oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
bertugas di bidangnya masing-masing. salah satunya Bagian Hulum Sekertariat
Daerah Kota Cilegon vang berfungsi untuk mengkordinasi penetapan, pengkajian
ulang, sosialisasi, dan evaluasi Peraturan Daerah, yang berhubungan secara
langsung maupun tidak langsung dengan Peraturan Daerah No 5 Tahun 200]
Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktil lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus :

Peredaran Minuman Keras).

4.1.2 Sekretariat Daerah dan Bagian Hukum Kota Cilegon

Sckretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah vang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Sekretaris Daerah mempunyai
tugas pokok memumpin dan  mengkoordinasikan serta merumuskan sasaran
kebijakan daerah, membina aparatur Pemerintah Dacrah, mengarahkan dan
menyelenggarakan  administrasi  Pemerintahan  Daerah, mengevaluasi  dan
melaporkan kegiatan Pemerintahan Daerah kepada Walikota sehingga terlaksana
dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan vang berlaku..

Sekretariat Daerah menvelenggarakan fungsi :



a o

o

Perumusan  kebijakan umum  pemerintah  daerah  meliputi  wrusan
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan:

. Penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan daerah;

Penyelenggaraan pembinaan aparatur pemerintahan daerah;

. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis

daerah:

Penyelenggaraan pemantanan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintahan daerah:

Pelaksanaan tugas kedinasan lain berdasarkan kebijakan Walikota dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas

Sekretaris Daerah;

Asisten I, membawahkan !

I. Bagian Pemerintahan, membawahkan :
a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
b.  Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
c. Sub Bagian Bina Pertanahan.

It

Bagian Hukum, membawahkan :

a.  Sub Bagian Perundang-undangan:

b.  Sub Bagian Bantuan Hukum;

¢.  Sub Bagian Dekumentasi Hukum,

3. Bagian Komunikasi dan Informasi, membawahkan :
a. Sub Bagian Media Massa dan Publikasi;
b.  Sub Bagian Data Elekironik, Sanditel dan Dokumentasi;
c. Sub Bagian Penyiaran Radio.

Asisten [, membawahkan ;

1. Bagian Keuangan, membawahkan :

a. Sub Bagian Anggaran;

b. Sub Bagian Perbendaharaan;

¢.  Sub Baguan Verifikasi dan Pelaporan.

]

Bagian Pengendalian Program, membawahkan
a. Sub Bagian Program;

b. Sub Bagian Pengendalian;

¢.  Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan,

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
a. Sub Bagian Bantuan Kemasyarakatan;

b. Sub Bagian Bantuan Sarana Keagamaan;

¢. Sub Bagian Bina Keagamaan.



d,  Asisten [ membawahkan :
. Bagian Organisasi, membawahkan :
a, Sub Bagian Kelembagaan;
b.  Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan;
c. Sub Bagian Ketatalaksanaan.

It

Bagian Umum, membawahkan :

a.  Sub Bagian Tata Usaha;

b. Sub Bagian Rumah Tangga;

c. Sub Bagian Protokol.

3, Bagian Perlengkapan dan Asset, membawahkan :

a.  Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan;
b.  Sub Bagian Pemanfaatan dan Pemeliharaan Asset;

c. Sub Bagian Inventarisasi dan Pelaporan Asset.

e. Kelompok Jabatan Fungsional,

Asisten 1 dipimpin oleh seorang Asisten berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sckretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok
memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan serta
membina fugas-tugas Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, dan Bagian
Komunikasi dan Informasi, dan melaporkan kegiatan Bagian Pemerintahan,
Bagian Hukum, dan Bagian Komunikasi dan [nformasi kepada pimpinan sehingga
terlaksana dengan baik, efektit dan efisien serta sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Asisten | menyelenggarakan fungsi :
a. Penyelenggaraan dan pembinaan tugas-tugas Bagian Pemerintahan;
b. Penyelenggaraan dan pembinaan tugas-tugas Bagian Hukum;

c. Penyelenggaraan dan pembinaan tugas-tugas Bagian Komunikasi dan
Informasi;

d. Penvelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah
sesual dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten I, yang mempunyai tugas pokok

memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan anggaran,

serta  menyelenggarakan kegiatan pada Bagian Hukum, membagi tugas dan

mengatur serta memberikan petunjuk kepada bawahan, mengevaluasi kegiatan

pada Bagian Hukum, dan memberikan laporan kepada pimpinan schingga

kegiatan di Bagian Hukum dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, dan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok., Bagian

Hukum menyelenggarakan fungsi :

J

Perencanaan program, kegiatan, dan pengendalian anggaran Bagian
Hukum;

Pengkoordinasian dan penyelenggaraan penyusunan Peraturan Daerah,
Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan produk hukum fainnya;
Penvelenggaraan dan pembinaan tiap-tiap Sub Bagian pada Bagian
Hukum;

Pengkoordinasian  dan  penyelenggaraan  penclaghan‘kajian  dan
penyusunan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota Dan
Keputusan Walikota:

Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum bagi
pemerintah daerah dan aparatur daerah atas masalah hukum yang
timmbul dalam pelaksanaan tugas:

Pengkoordinasian dan penyelenggaraan dokumentasi produk-produk
hukum;

Pengkoordinasian dan penyelenggaraan sosialisasi peraturan daerah;

Pengkoordinasian dan penyelenggaraan evaluasi terhadap peraturan
daerah;

Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi/pihak  terkait sesuai
dengan tugas Bagian Hukum;

Pengkoordinasian evaluasi dan pelaporan Bagian Hukum.



Selain Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kota Cilegon, Satuan Polisi

Pamong Praja berhubungan langsung dengan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2001

Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktf lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus :

Peredaran Minuman Keras), karena berfungsi sebagai penegak Peraturan Daerah,

4.1.3 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menetapkan Pembentukan

Organisasi Satuan Posisi Pamong Praja Kota Cilegon, Satuan Polisi Pamong Praja

dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan dibawah serta bertanggung

jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pomoeng Praja

mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban

umu, mencgakkan Peraturan Daeral, Peraturan Walikota, dan Keputusan

Walikota. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

a)

b)

c)
d)

e)

Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum,
penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan
Walikota,

Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum di Daerah.

Pelaksana kebijakan penegakan Peraturan Dacrah dan Peraturan Walikota.
Pelaksanaan kordinasi pemeliharaan dan penvelenggaraan ketentvaman
dan ketertiban uwmum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan
Walikota dengan aparat Kepolisian Negara. Penyidik Pegawai Negerni Sipil
(PPNS) dan atau aparatur lainnya.

Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan
Dazerah dan Peraturan Walikota,



Rincian tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan pada
Satuan Polisi Pamong Praja diatur lebibh lanjut oleh Peraturan Walikota
Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas
sejumlah tenaga dalam jejaring jabatan fungsional yvang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, Setiap kelompok dipimpin oleh
seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh walikota atas usul Kepala Satuan.
Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

4.2 Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran
Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penvalahgunaan Narketika,
Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus :

Peredaran Minuman Keras)

4.2.1 Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan,
Minuman Keras, Perjudian. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika
dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilezon

Perlindungan secara hukum terhadap warga Negara merupakan hal vang
wajib dilakukan bagi sebuah Negara baik Secars jasmani maupun rohani.
Perlindungan terhadap kesehatan warga Negara telah diatur dalam Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dengan mempertimbangkan hal
yang telah disebutkan diatas dan berikut dengan Undang-undang Nomor | Tahun
1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana beserta Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka keluarlah peraturan

daerah pelaksana yang telah mengikuti Peraturan daerah Kota Cilegon Nomor |



Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah, yaitu Peraturan Daerah No 3 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran
Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika
dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon.,

Adapun maksud dari Peraturan Daerah No 3 Tahun 2001 Tentang
Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian., Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon, vaitu membebaskan Kota
Cilegon dari pelanggaran-pelanggaran terkait dengan penyalahgunaan narkotika,
tindakan asusila, minuman keras dan perjudian karena pelanggaran kesusilaan,
minuman keras, perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
lainya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, adat
istiadat, ketertiban umum yang berdampak negatif pada sendi-sendi kehidupan
masyarakat. Ketika semua hal tersebut dapat dikendalikan maka ketentraman dan
nilai-nilai luhur masvarakat Cilegon yang agamis dapat dilestarikan sehingga hal
hal tersebut perlu diatur dalam peraturan daerah.

Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Temang Pelanggaran Kesusilaan,
Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat
Adiktif lainnya di Kota Cilegon ini disusun atas sistematika sebagai berikut :

I.  Ketentuan Umum

[I. Ketentuan Larangan
[II.  Partisipasi Masyarakat
IV.  Rchabilitasi Sosial

V. Ketentuan Penindakan



VI.  Ketentuan Penyidikan
WII.  Ketentuan Pidana
VII.  Ketentuan Lain

IX.  Ketentuan Penutup

Dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2000 Tentang Pelanggaran
Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika
dan Zat Adiktil lainnya di Kota Cilegon, minuman keras merupakan semua jenis
minuman yang beralkohol sehingga dapat diartikan berapapun kadar alkohol yang
diatas 0% pada suatu minuman, dapat disebut dengan minuman keras. Dalam
pasal 6 (enam) pun diterangkan bahwa siapapun dilarang membuat, menyimpan,
dan/atau menyalurkan minuman keras baik sebagai penjual maupun sebagai
konsumen minuman keras tersebut. Selain itu pun, dilarang pula bagi yang
melindungi maupun menyediakan sarana dan prasarana untuk minuman keras,
Dalam Peraturan Daerah tersebut juga tertulis bahwa Walikota berwenang untuk
menutup tempat-tempat yang patut diduga menurut penilaian dan kevakinan
sebagai tempat pembuatan, penyimpanan, penyaluran minuman keras dan juga
tempat penjualan, meminum minuman keras,

Ketentuan pidana yang tercantum dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun
20001  Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian,
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktf lamnya di Kota Cilegon,
waitu jika melanggar Pasal 2.3.4.5.6.7. dan & dalam Peraturan Daerah Tersebut,

maka diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda



sebanyak-banyaknya Rp 35.000.000 (lima Juta Rupiah) dengan atau tidak

merampas barang untuk daerah,

4.2.2  [Isi Kebijakan (Content Policy)

4.2.2.1 Kepentingan — kepentingan vang Mempengaruhi

Dalam suato kebijokan, termasuk salah satunya Peraturan Daerah No 3
Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian.
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon,
dalam implementasinya terdapat berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang
terlibat, Dan hal tersebutl tentu saja akan mempengaruhi proses dan keberhasilan
dari implementasi kebijakan itu sendiri. Untuk mengetahui kepentingan apa
sajakah wang terkait denpan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang
Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon, berikut ini akan dipaparkan
mengenai dimensi kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan itu
sendiri. Berdasarkan kategori-kategori yang telah ditetapkan peneliti,. maka
kepentingan- kepentingan tersebut antara lain :

1y  Kepentingan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon,

Dalam perumusan suatu kebijakan, Bagian Hukum Sekertariat Daerah
Kota Cilegon berfungsi untuk mengkordinir, penyelenggaraan penyusunan
Peraturan Daerah serta penelaahan/kajian dan penyusunan rancangan Peraturan

Daerah, Peraturan Walikota Dan Keputusan Walikota. Termasuk juga dalam



Peraturan Daerah No 5 Tahun 200] Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman
Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adikuif

tainnya di Kota Cilegon.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon dipimpin oleh seorang
Kepala Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten I,
vang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan,
dan mengendalikan anggaran. serta menyelenggarakan kegiatan pada Bagian
Hukum, membagi tugas dan mengatur serta memberikan petunjuk kepada
bawahan, mengevaluasi kegiatan pada Bagian Hukum, dan memberikan laporan
kepada pimpinan sehingga kegiatan di Bagian Hukum dapat terlaksana dengan

baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan vang berlaku.

Hasil wawaneara dan observasi yang dilakukan peneliti menemukan
bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tersebut tentumya dipengaruhi oleh
ada atau tdaknya kepentingan-kepentingan dari para perumusan kebijakan.
Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Cilegon menjelaskan mengenai Kepentingan Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Cilegon dalam merumuskan kebijakan tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil

wawancara [, 40 vang menyatakan bahwa :

“Kepentingan kami hanvalah mengkordiniy dan juga mengecek kembali
rancangan peratiuran daeral yang ingin ditetapkan ke realita vang ada
ditapangan apakal benar benar perfu atau tidaknya Peratuwran Daerah
rersebut, Jika  suatu kebifakan  relah resmi ditetaplion, makae kita
hekerjasame dengan plhal-piltak terkait untuk mensosialisasikan kepada
masyarakat luas, Dalam hal penertiban dan peloksanaan  Peraturan
daerah, kita serahkan kepada pihak terkair dalam hal ini Sarwan Polisi
Pameonge Praja.. " (Rabu, 11 Juli 2012 Pukul 10,12 WIB)



Kepentingan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon menurut
1:AQ,; adalah hanya mengkordiniasi dalam hal penetapan dan peninjauan kembali
peraturan daerah serta mensosialisasikan kepada masyarakat Kota Cilegon. Hal
tersebut dapat diartikan babwa Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon
hanya menjalankan tugas vang telah menjadi tugas pokok dan fungsi Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon. Begitupun vang diutarakan oleh LAQ, :

“Kepentingan kita hanva  menjalankan tugas saja. Yaitn menetapkan

Peraturan Daeral dan memang tidak bisa dipunghivi dibanvak daerah

masif ada kadar alkohol diatas 0% dibeberapa tempar, Kita bertugas

uniuk  menetapkan  perundang-undangan  sehingga  mengenai  masih
terdapat minuman feras di Kota Cilegon itw menjadi tanggung jawab

penegak Peraturan Daeral, "(Senin, 10 September 2012 Pukul 0932
WIB)

Penjelasan tersebut semakin memperkouat bahwa kepentingan Bagian
Hukum Sekretariar Kota Cilegon hanya melakukan tupas yang sudah menjadi

kewenangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon saja.

2) Kepentingan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon

Keberhasilan sustu kebijakan dalam hal ini Peraturan Daerah No 3 Tahun
2001  Tentang Pelanggaran  Kesusilaan, Minuman  Keras,  Perjudian,
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnva di Kota Cilegon
dipengaruhi ofeh ada atau tidaknya kepentingan-kepentingan pada pelaksana
kebijakan. Satuan Polisi Pamcng Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan
berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada walikota melalui
Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan

menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan



Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota, Hasil wawancara dengan
1:AQ; adalah sebagai berikut :

“Kami hanva menjalankan wgas sajo tidak ada kepentingan fain vang
kami jalankan.  Karvena  memunt Peraturan  Daerall Pembentukan
Organisasi Satnan Polisi Pamong Praje Kota Cilegon, Satuan Polisi
Pamong  Praju dibenivk  wnuk  memelihara  dan menvelengearakan
ketertihan  wmum serta menegakan  Peratwran  Daeral. Bisa dibilang
Satuan Polisi Pamong Praja berada digaris depan dalam pelaksanaan
Peranvran Daerah. Kita selain i ridak melakukan kepentingan apapun,
karena kite juga diawasi fuga oleh masvarakar. " (Selasa, 24 Juli 2012
Pukul 09.47 WIB)

Sebagai penegak Peraturan Daerah Kota Cilegon, Satuan Polisi Pamong
Praja menurut pendapat F;A@; hanya menjalankan apa yvang menjadi tugas Satuan
Polisi Pamong Praja saja dan kepentingan lain tidak ada karena Satuan Polisi
Parmong Praja juga diawasi oleh masyarakat, Hampir sejalan, .40, menerangkan
bahwa :

“"Kepentingan  pemerintal; melalui kita  uniuk  menegakan  Peraturan

Daerah dilopangan. Kita yang mengatur kevertiban masyvavakat ek

supava  bisa  mematehi  Peraturan Daeraly tersebut. Kejadian  vang

sehenarnva dilapangan sangar rumii, karena untuk mengarr masyarakat

Kot Cilegon i gampang-gampang susah, apalagi kalaw masalah

Minuman Keras ada afa vang melanggar. Kalau kitg melihar vang mabuk-

mabukan tdak Kita tahan, karena vang fadi fokuskan minunn Kerasava
tersehur "(Senin, 03 September 2012 Pukul 10,15 WIB)

Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah terhadap peredaran minuman
keras sangat rumit dan agak susah, karena menurot pengakuan {40, pasti ada
yang melanggar Peraturan Daerah tersebut, Tidak dilakukan penahanan terhadap
konsumen minuman keras, hal tersebut bertolak belakang dengan isi dari pasal 6
(enam) dan 7 {tujuh} dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang

Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika,



Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon, Perlunya Satuan Polisi
Pamong Praja vang bertugas untuk mengatur masyarakat agar mematuhi peraturan
sebagaiman yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja. Tak jauh
berbeda. ;40 menyatakan :

“Kepentingan dalam perda kita memiliki kewenangan di lapanean,

misalina razia. Ya kepentingan kita sangat besar vaitu untuk mencegal

genevasi muda agar tddak mabuk mabikan. "(Rabu, 05 September 2012

Pukul 10.54 WIB)

Kepentingan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan hasil
wawanecara dan observasi hanya menjalankan kewenangan vang telah menjadi
togas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Penindakan terhadap

konsumen minuman keras disinggung oleh f:4Q,, karena harus ikut ditertibkan

dan meneurutnya tidak ada kepentingan lain selain hanya menjalankan tugas.

3) Kepentingan Penjual Minuman Keras

Dalam suatu kebijakan pasti memiliki ohjek dan sasaran yang dapat sangat
menentukan  keberhasilan  tujuan  kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu,
kepentingan dari Penjual Minuman Keras juga sangat mempengaruhi keberhasilan
implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 20001 Tentang Pelangparan
Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika
dan Zat Adiktif lainnyva di Kota Cilegon. Hasil wawancara dengan F,AQ: adalah
sebagai berikut :

“Kepentingan yvang sayva rasakan dari aparat penegak hidm seperti

Polisi Pamong Praja dan piltak kepolisian tidak hanva menertibkan saja,

tetapi meveka mengambil kevntungan dengan menjadt informan kepada

pengelola tempar hiburan jikalan razia ingin dilakukaen. Dengan begitu
tempat fiburang tempat sava bekerja sering lolos dalam penggerebekan



minuman  keras, kavena sebelumnva kami menvembunvikan  mingnan
keras tersebui ketempar vang aman.” (Rabu, 11 Juli 2012 Pukul 16.56
WIB)

Pengakuan dari L.4Q; salah satu pelayvan Grand Krakatau Cilegon
menjelaskan bahwa tempat hiburan tersebut sering mendapat informasi mengenai
razia yang akan diadakan oleh pihak Satwan Polisi Pamong Praja dan pihak
Kepolisian sehingga minuman keras masih sempat untuk disembunyikan dan
seringkali lolos dalam raxia. Kepentingan lain juga dirasakan oleh 2404 seperti
yang dijelaskan sebagai berikut

“Kalo ditanva masalah  kepentingan lain, mungkin  penarvikan wang

keamanan bisa dimasukan kedalam kepentingan. Kavena hampir rvap

malam sava menvetorkan total Rp 45.000. Setoran ke Polisi Pamong Praja

Rp 5.000, setoran ke Polist 15.000 dan ke Polisi Militer Rp 23000, Uang

tersebut katanva wntuk keamanan dan Ketertiban. Dan  sampai saat inf

sava befum rerkena razia karena mendapar info rerlebil dahuln, (Selasa,
FO Juli 2002 Pukul 00.20 WIB)

Penarikan uang keamanan dilakukan oleh beberapa pihak, antara lain
pihak Polisi Pamong Praja. pthak Kepolisian, dan Pihak Militer. Jumlah total yang
disetorkan oleh f-4Q; salah seorang pemilik warung minuman keras didaerah
Merak yaitu Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) hampir setiap malamnya.
Tidak jauh berbeda dengan vang diucapkan oleh fy4 @ sebagai berikut :

“Selama sava menjolankan usaha berfuatan ini, aparar penegakan fikum

seperti Polisi, ABRI Polisi Pamong Prajo dil banvak vang mampir winak

niinum. Sava fuga akvab dengan beberapa aparvar fersebut kavena sering

kesini wnink minun. Punva kenalan aparar hakum it membuar sava

memilifi kewntungan. Seperti masalah keameanan sayva berjualan.”( Jumat,
15 Juni 2012 Pukul 23.40 WIB)



Setelah dilakukan triangulasi sumber, kepentingan lain dari pihak penertib,
seperti Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, ABRI dan Polisi Militer dirasakan
oleh penjual minuman keras, baik bagi penjual di warung minuman keras maupun
di tempat hiburan. Kepentingan lain yang dirasakan yaitu menarik uang Keamanan

dari penjual miras dan sebagai informan apabila akan terjadi razia.

4) Kepentingan Konsumen Minuman Keras

Selain kepentingan para Penjual Minuman Keras, kepentingan dari
Konsaumen Minuman Keras juga memiliki andil besar dalam berhasil atau
tndaknya kebijakan tersebut. Berikut hasil wawancara dengan Konsumen
Minuman Keras. Hasil wawancara dengan FoAQ; sebagai berikut ¢

“Sava belum pernah ot ade razia secara langsung selama saya
menghonsumsi minuman keras, retapi malah sering sekali nemuin Polisi,
Polisi Pamong Praja, ABRI seving minum ditempat hiburan dan wariung
remang remang. "' Kamis, 14 Juni 2012 Pukul 22.20 WIB)

Razia tidak pernah terlihat selama ini oleh [o4Q, melainkan sering
ditemukan Polisi, Satuan Polisi Pamong Praja dan ABRI meminum minuman
keras ditempat hiburan dan warung minuman keras. Hal tersebut juga dirasakan
oleh £:AQ, :

“Bukan rahasia unmin lagi kalo aparar vang bertugas juga  suka
mengunjungt tempat rempat hiburan atau menghonsumsi niinuman keras.
Sering sekali sava menemui hal seperti i, dan wdah dianggep biasa
sja. "( Rabu, 27 Juni 2012 Pukul 10.20 W1B)

Menemukan pihak penertib mengunjungi tempat hiboran untuk menikmati

minuman keras sudah dianggap biasa oleh I.4Q, Sedangkan dalam hal razia,

tidak pernah ditemui oleh J;,40, seperti pernyataan berikut i :



“Selama saya minum, sava tdak perngh terkena vazia dan juga belum
pernah liat ade razia minwman keras, aman aman saja. Sava sering
niimm baveng temen sayva seorang Polisi agar gampang mendapatkan
aises masuk ke rempar hiburan karvena grats tanpa bavar. Banvak banger
seve melifar polisi minwm juga. "(Selasa, 05 Juni 2012 Pukul 23.10 WIB)

Dalam menikmati minuman keras, Frad Qs sering mengkonsumsi minuman
keras bersama temannya vang merupakan anggota kepolisian agar bisa
mendapatkan akses masuk dengan mudah. Dalam penertiban, terkadang pihak
penertib memilih-milih dalam melakukan razia. Seperti yang diungkapkan oleh
11240,

“Selain menfalankan twgas, blasanva penertiban ninantan keras it suka
pilth-pilily dalam menertiblan tempar penjualan minuman Keras. Karena
biasanva kalan memiliki backup aparat polisi tdak akan terkena razia. |
Jumat (2 Juni 2012 Pukul 19.20 WIB)

Memiliki backup aparat Polisi tentunva sangat menguntungkan, salah
satunya menghindarkan diri dari razia. Perlindungan serta pembiaran dari pihak
penertiban diduga banyak terjadi, seperti pendapat 740, sehagai berikut :

“Jaman sekarang vang punva duit vang berkuasa mas. Jangan heran kalo
vang punyva duit banvak bise ngelakuin apa gja. Lillat afo fempat fempat
veng menjual minuman kevas banvak vang masth berjualen sampe
sekarang, apa lagi kalo bukan dilindungin sama oknum aparat. Yang

seperti ftu sih sering sekali sava denger dari cerita temen saya yang
berjualan juga. " Jumat, 06 Juli 2012 Pukul 22.20 WIB)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dalam trigngulasi sumber
vang dilakukan oleh peneliti terhadap para konsumen minuman keras ditemukan

bahwa terdapat kepentingan lain di pihak penertib yaitu pihak Kepolisian, Satuan



Polisi Pamong Praja dan ABRI seperti ikut mengkonsumsi minuman keras dan
melakukan perlindungan terhadap peredaran minuman keras,

Hal ini berbeda ketika sebelumnya dilakukan observasi dan wawancara
pada Satuan Polisi Pamong Praja. bahwa Satuan Polisi Pamong Praja hanya
menjalankan sebagaimana tugas vang diberikan saja. Terdapat oknum dengan
kepentingan lain, yaitu sebagai konswmen minuman keras dan penerima uang
keamanan. Sementara pada Bagian Hukum Sekretariat Dagrah Kota Cilegon tidak
ditemukan kepentingan lain. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon
hanya memiliki kepentingan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dari
Bagian Hukum itu sendiri.

Dalam melakukan razia, bila ditemukan konsumen minuman keras tidak
dilakukan penahanan maupun tindakan. Hal ini berbeda dengan pasal & {enam)
dan 7 (tujuh} dalam Peraturan Daerah No 5§ Tahun 2001 Tentang Pelanggaran
Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika. Psikotropika
dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon yang menerangkan babwa pemakai

minuman keras juga dikenai larangan seperti penjual minuman keras.

4.2.2.2 Tipe Manfaat

Dalam suatu kebijakan termasuk Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001
Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnva di Kota Cilegon harus memiliki
beberapa manfaat positif’ yang dapat dirasakan. Berdasarkan hasil wawancara,

berikui ini manfaal yang diperoleh dari Peratwan Daegrah No 5 Tahun 2001



Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon bagi masyarakat
Kota Cilegon.

“Sumpai saad {ni sava belum mendapathan manfasl dari Peraturan

Daerah tersebut, Karena masih ada orang nonghrong sambil minum

mimem dan hal seperit e membuar keamanan  dan kenvamanan

masvarakat terganggy, Terakhir sava melihat itu seminggu kemarin ada
pemuda-pemuda  vang  sedang  nongrkong dan  lagi  mengkonsumsi
minwmean keras. Sava melihat kejadian tersebut itu didaerah Mevak sekitar

S 11 mafam (Selasa, 12 Juni 2012 Pokul 1524 WIB)

Manfaat belum dirasakan oleh F B karena masih hisa ditemukan
konsumen minuman keras di daerah Merak. sehingga hal tersebut mengganggu
keamanan dan kenyamanan masyarakat Kota Cilegon. Serupa seperti yang
dikatakan I, ;B0

“Belum pernah mendapat manfaatnya. Sekavang  peredarvan it tidek

franva di tempar liburan saja, tapi di toko-toke kelontong arau warung

kecil fuga mengfual dan harganva di bawaly 30vibn, Munghin karena
harganva vang murah dan efefnyva vang sama jadi semakin hanvak yang
nengkonswmsi. Memang ada vazia, tapi ndak efekuf kavena sampai

sekarang masth ada vang menjual minuman kervas. "(Selasa, 04 Juli 2012

Pukull 1,24 WIB)

Peredaran minuman keras tidak hanya ditempat hiburan saja, tetapi toko-
toko kelontong dan warung kecil di Kota Cilegon juga menjual minuman keras
dan razia vang dilakukan pun tidak efektif sehingga hal tersebut membuat manfaat
dari pelaksanann Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran

Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika

dan Zat Adiktit lainnya di Kota Cilegon belum dirasakan oleh [:B@:. Tetapi



sedikit perubahan dirasakan oleh £;-BQs walaupun belum berarti apa-apa.

Pernyataan adalah sebagai berikut

2001

“Minumean  keras it hampiv sama dengan rokok,  walaupun
membahavakan tapi tetep saja banvak vang mengkonsumsi. Sama halnva
dengan minuman keras, semakin dilarang semakin banyak juga vang
melanggar. Sampai saar ini sava belum  merasakan  manfoal  dar
pelaksanaan Peramran  Daerah i sendiri  walawpun  ada  sedikit
perubahan dari segi peredavannya tapi hal e belum berarti apa-
apiz. "(Jumat, 13 Juli 2012 Pukul 15.56 WIB)

Belum terasa manfaal dari pelaksanaan Peraturan Daerah No 5§ Tahun

Tentang  Pelanggaran  Kesusilaan, Minuman  Keras, Perjudian,

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Keta Cilegon

dan kurang efektifnya raria juga dirasakan oleh L, BQ, -

“Berbicara manfaar selama diberlaiukan Peramran Duaevah, sava pribad|
belum menemul manfaatnva. Karena sampai saat (ni peredaran minuman
kevas masih saja mudah ditemui. Dan dalam penertibannva, pihak terkair
terkesan tidak sevius. Terlihat dari intensitasnva, razia minunian kevas
Jarang sekali dilakvkan kalo bukan pada havi havi tertenty misalneg
seperti saat menfelang bulan Ramadhan. "(Selasa, 10 Juli 2012 Pukul
1437 WIB)

Belum dapat dirasakan manfaat dar pelaksanaan Peraturan Daerah

tersebut. Terlihat dari ketidakseriusan pihak terkait dalam penertiban bisa terlihat

dari

intensitas  razia terhadap minuman keras menurut pendapat  fBQ;

Pernyataan yang nyaris sama diungkapkan oleh I, BO;

“Belum rerlihar manfaaar dari Peramgean  Daerall tersebut, karena
mitigman kevas sampai saat ind moasih mudah sekali wntwlk ditemukan
penjualannva. Bahkan sekarvang penjualannva merambaly ketempat tempat
rerpencil misalnya dideerah daerah kampung-kampung dan (e ndak
ferjamah dengan razia razia yvang difalukan pemerinial. Percuma ada
razia kalaw vang direvribkannva hanva didaerah kora saja. "(Senin, 16 Juli
2012 Pukul 10.40 WIB)



Manfaat belum dirasakan karena minuman keras masih sangat mudah
ditemukan sampai saat ini. Peredaran sekarang ke perkampungan sehingga jika
ada razia tidak terjamah.

Mantfiaat dari implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang
Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon belum dirasakan sama sekali
oleh masyarakat Kota Cilegon. Peredaran minuman sulit sekali dihentikan karena

masih mudah sekali ditemukan minuman keras vang beredar dimasyarakat.

4.2.1.3 Derajat Perubahan vang Ingin Dicapai

Setiap kebijakan tentunva memiliki target yang hendak dicapai, begitu
pula dengan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan,
Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat
Adiktif lainnya di Kota Cilegon. Untuk mengetahui perubahan apa sajakah yang
ingin dicapai, berikut akan dipaparkan perubahan yvang ingin dicapai berdasarkan
kategori vang dibuat oleh peneliti.

1) Bagi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon,

Sebagai instansi yang membidangi hukum di Kota Cilegon, Bagian
Hukum Sekertariat Daerah Kota Cilegon tentunya memiliki target perubahan yang
hendak dicapai dari pelaksanaan Peraturan Daerali No 5 Tahun 2001 Tentang
Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon. Berikut in1 merupakan hasil

wawanecara dengan I,C0-



“Kami mengharapkan  masvarakat Kow  Cilegon  menvadari  balwa
Peramran Daerah No 5 Talun 2001 Tentang Pelangearan Kesusilaan,
Minuman Keras, Perjudian, Penvalahgunaan Narkotika, Psthotropika dan
Zar Adilkrif laivmva di Kora Cilegon itu dibuar uniuk keamanan dan
kenvamanan bersama, sehingga dipeviukan kesadavan kita senmua wnink
memattdii Peraturan tersebut dan tentunva juga kami berharap mengenai
minuman keras terselut harus ditertibkan dengan tepat. Terlebih lagi
minman kerdas u mempengarnhi tingkat moral suaty daervah dan hal
terselur juga  berkaitan dengan  tinghkat  kriminalitus,  karena  tindok
kriminal ite hisa dipicu karena mabuk akibat meminum mingnan keras, "
Rabu, 11 Juli 2012 Pukul 10.12 WIB)

Kesadaran dari masyarakal Kota Cilegon terhadap Peraturan Daerah No §
Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian,
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Keta Cilegon
sangat penting, karena untuk menjaga keamanan dan kenvamanan masayarakat
Kota Cilegon bersama. Perubahan mengenai Peraturan Daerah tersebut sudah
mulat masuk dalam waeana seperti vang diungkapkan oleh L,CQ- :

"Memang  kita sudah merencanckan  Peratwran Daeraly itv dirobal
divesuaikan  dengan  kondisi  sekarang.  tapi  masih ditahap  dari
kewenangan Pol PP belum mengosullan hal fn. Emang sudah i
wacanakan, bahkan tabun 2040, 2008 sudah masuk of PROLEGDA.
Banyak yang terlibat dalam perubahan pevda rersebui seperti SKPD-
SKPD dan Pol PP. Kita tidak menuduh siapa-siapa vang belum siap rapi
kavena masih ada vang belwm siap dan instansi instansi vang terkait
belum siap. Dan tahwn 2012 sekarang ni kami masukan kembali di
PROLEGDA (Program Legislasi Daerah Kota Cilegon). Kita sudah
mevencanakan perubahan dan sekavang juga belum ada kepastian, Satuan
Polisi Pamong Praja belum melalkan rangeapannya serta vepoit kepada
kermi mengenai hal ini. "(Senin, 10 September 2012 Pukul 09.32 WIB)

Kesadaran dari masyarakat Kota Cilegon menjadi sebuah perubahan yang
ingin dicapai. Selain itu juga, wacana perubahan Peraturan Daerah No 3 Tahun

2000  Tentang Pelanggaran  Kesusilaan, Minuman  Keras, Perjudian,



Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegen
sudah diajukan dan masuk di Prolegda (Program Legislasi Daerah) Kota Cllegon
tahun 2010, 2011 dan 2012. Peraturan tersebut belum ada perubahan dikarenakan
terdapat ketidaksiapan dari instansi instansi terkait serta Satuan Polisi Pamong
Praja.

2} Bagi Satuan Polisi Pamong Praja

Sebagai pelaksana teknis kebijakan, dalam penelitian ini pelaksanaan
Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman
Keras. Perjudian. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif
lainnya di Kota Cilegon, Satuan Polsisi Pamong Praja tentunya juga memiliki
target perubahan yang ingin dicapai. Seperti yang diungkapkan ,CQy :

“Harapan kita tentunva ingin memberantas habis minwman keras di Kota

Cilegon ini, sehingga tidak ada lagi vang menjual mirvas sb, ndak hanva

vang menjual, jika kita saat razia bevtemun dengan ovang vamg sedang

mium,  maka  mereka  juga akan  kita  tangkap.  Walaupun  pada
kenvataannva hal tersebur sangar suliv unruk kita fakukan, tapi kita akan
terus berusaha " Selasa, 24 Juli 2012 Pukul 09.47 WIB)

Perubahan yang ingin dicapai oleh 1,00y ingin memberantas habis
minuman keras di Kota Cilegon, Selain penjual minuman keras, konsumen
minuman keras juga ikut dirazip sehingga terwujud ketegasan. Kesadaran dari
masyarakat Kota Cilegon menjadi perubahan yang ingin dieapai oleh 1,00y :

“Inginava sih masyarakat sadar, jangan sampe mabuk mabukan fagi.

(hrang- orang juga takut kalaw ada yvang mabuk-mabwkan. Karena akan

ntenimbufan tindak kriminal, Ya semoga masyvarakat sadar efek negatif
dari miras i "(Senin. 03 September 2012 Pukul 10,15 WIB)



Selain kesadaran dari masvarakat Kota Cilegon, mempersempit ruang
gerak peredaran minuman keras menjadi havapan I;0Q,, karena dirasa tetap saja
ada pelanggaran mengenai Peraturan Minuman Keras tersebut,  untuk
menghilangkan sama sekali peredaran minuman keras dari Kota Cilegon dianggap
sangat sulit :

“Semua juga pasti ingin rerlaksana. Tapi kan tidak semua. rapi harus.

Banyak konsumen yvang melanggar, tapi kita berusaha mempersempit

ruang gevak peredaran miras. Kalo buat menghapies semua ridak mungkin

sava rasa. Karena namanya fnga masavarakal pase ada sajo pelanggaran
vang tidak kita ketahul. "(Rabu, 05 September 2012 Pukul 10.54 WI1B)

3) Bagi Masyarakal Kota Cilegon

Sebagai sasaran kebijakan, tentunya perubahan yang ingin dicapai dalam
pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan,
Minuman Keras. Perjudian. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat
Adiktif lainnva di Kota Cilegon, Masyvarakat Kota Cilegon tentunya menuliki
beberapa perubahan yang ingin dicapai. Berikut perubahan yang ingin dicapai
oleh Masyarakat Kota Cilegon, Hasil wawancara dengan I;,€Q, adalah :

"Ya o sava  sangat  wmengharapkan  kepada  aparat terfadl harus

memperhatikan  keadaan  masvarakatnya.  Minuman  keras  harus

difiilangkan dari Kota Cilegon ini, karena sangat mempengaruhi Kualitas
generas) muda. Jika minuman keras dibiarkan peredarannya, bukan tidak

munekin  anak  kecll  yang  masth  dibawah  wsia dapar
mengkonsumsinva. "'(Selasa, 12 Juni 2012 Pukul 15.24 WIB)

Melindungi generasi muda menjadi alasan kenapa harus dihilangkan
minuman keras dari peredarannya. Seperti yang diungkapkan oleh #4005, jika hal

tersebut dibiarkan makan bukan tidak mungkin anak-anak dibawah umur dapat



dengan mudah mengkonsumsi minuman keras tersebut. Serupa dengan yang
diungkapkan oleh f,:C04:

“Dalam keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daeral tevsebur tidak hanva
ditentukan oleh pemerintah, tetapi Peraturan Daerah ity tidak akan
berjalan  ketika  pengonsumsinva  dan penjualnya  masih  melakukan
whiifitasnya, Jadi intinvg semua lapisan masyarakal sangat berperan
untuk menghentifan peredaran minuman keras tersebut, Dan harapan
sava semta masavarakar harus berperan serta umtuk menghilangkan
minwman keras tersebur dari Kora Cilegon. "(Selasa, 04 Juli 2012 Pukul
11.24 WIB)

Semua lapisan masyarakat dianggap berperan penting dalam keberhasilan
suatu kebijakan salah satunya Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang
Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon. Walaupun sebaik apapun
Peraturan Daerah tersebut, tetap harus ada dukungan dari segenap masyarakat,
Hampir serupa yang diungkapkan oleh I,-C@s .

“Tentmyva kewvamanan dan keaenanan masavarakat vang sava harapkan,
dan tentunya juga peredaran minuman keras harus ditertibkan kalaw bisa
dililanghan, karena hal rersebut mernsak generast muda. "(Jumart, 13 Juli
2012 Puleul 15.56 WIB)

Kenyamanan dan keamanan masyarakal harus diutamakan, sehingpa
perlunya peredaran minuman keras ditertibkan, dan kalau bisa dihilangkan
peredarannya, karena hal tersebut berpotensi untuk merusak generasi muda.

Dalam penertiban, tentunya diperlukan tindakan konkrit. Perlunya tindakan

konkrit dalam penertiban minuman keras diungkapkan oleh £,,00,



“Tenmva  sebagal masayarakat Kota Cilegon, sava mengharvaphan
pelaksanaan Peraturan Daeral tersebut tidak hanva diatas kertas saja,
tetapi perly findakan vang nvata, tendmma mengenal peneriiban dan
peninjauan wang Peratiwran Daeral tersebut kavena harus disesuaikan
dengan keadaan masvarakar sekavang ini. "(Selasa. 10 Juli 2012 Pukul

14.37 WIB)

Tindakan konkrit yang dimaksud yaitu penertiban dan peninjauan ulang
Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minoman
Keras, Perjudian, Penyalahgunaan WNarkotika, Psikotropika dan Zat Adikef
lainnya di Kota Cilegon dan disesunaikan dengan keadaan masyarakat Kola
Cilegon sekarang ini. Begitupun vang diungkapkan oleh 1,,€0,:

“Razia minuman kevay haras seving diadakan dan lebil ditingkatkan

keefekiifitasnva seperti merazia minuman keras ketempat tempat terpencil,

Selain razia juga, sava mengharapkan aparat yang bertugas tidak

pandang bulu dalam meneribkan minuman keras. " Senin, 16 Juli 2012

Pukul 10.40 WIB)

Banyak perubahan yang ingin dicapai dalam implementasi Peraturan
Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelangparan Kesusilaan, Minuman Keras,
Perjudian, Penyalahgunaan Narketika, Psikotropika dan Zat Adikut lamnya di
Kota Cilegon bagi masvarakal Kota Cilegon. Menghilangkan minuman keras dari
peredaran merupakan perubahan yang paling banyak yang ingin dicapai.
Menghilangkan minuman keras dari peredaran bisa dengan tindakan konkrit
seperti penertiban  yang tidak pandang bulu dengan cara efektif dan
berkesinambungan. Selain itu juga kesadaran dari masyarakat diperlukan untuk
mendukung perubahan tersebut.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, perubahan

yang ingin dicapai dari implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang



Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon, yaitu menetapkan Peraturan
Daerah baru yang akan menggantikan Peraturan Daeral yang lama karena dinilai
tidak sesuai dengan keadaan masyvarakal Kota Cilegon sckarang, Wacana
perubahan Peraturan Daerah tersebut sudah masuk dalam Prolegda (Program
Legislasi Daerah Kota Cilegon) sejak 2010 sampai dengan 2012, tetapi belum ada
perubahan dikarenakan adanya ketidaksiapan di pihak-pihak terkait serta Satuan
Polisi Pamong Praja belum melakukan report ataupun tanggapan atas Polegda
(Program Legislasi Daerah Kota Cilegon) tersebut, Sementara perubahan yang
diinginkan oleh Masyarakat Kota Cilegon dan Satuan Polisi Pamong Praja sendiri
vaitu menghilangkan minuman keras dari peredaran perdagangan di Kota Cilegon.
Langkah-langkah wvang bisa diambil yaitu dengan tindakan vang konkrit dari
pelaksana kebijakan seperti melakukan razia yang berkesinambungan dengan
wilayah yang lebih merata dan tentunya juga dengan dukungan dari masyarakat
Kota Cilegon seperti kesadaran akan hukum vang telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman
Keras, Perjudian. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif

lainnya di Kota Cilegon.

4.2.2.4 Letak Pengambilan Keputusan
Dalam kategori ini, letak pengambilan keputusan yang dimaksud adalah
siapa vang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam pelaksanaan suatu

kebijakan dalam penelitian ini Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang



Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon, Dalam setiap keputusan
vang diambil harus memiliki kejelasan alur wewenang dan tanggungjawab yang
diemban oleh masing-masing pihak yang terkait dalam kebijakan tersebut.

Dalam wawancaranya, I:D@Qs mengungkapkan bahwa :

“Seperti vang sudah diseburkan adi, kewenangan dan anggungiawah
kami  Janva menetapkan Peraturan  Daeral, mengeodoknva kembali
meninfau kembali relevansi dengan kelidupan masvarakar sekarang.
Pencens suatu Pevaturan Daevah bisa dari kita maupun dari DPRD Kota
Cilegon.  Selain (i jugae kit berwenang  wmink  mensosiolisasiban
Peraturan Daeral kepada masvarakar Kota Cilegon dengan bantuan
pihak - pilak revkait. Dan dalam kewenangan dan tanggung jawab dalam
pelaksanaan Peraturan Daevah tersebut sudal terbagi-hagi dengan piliak
terkait seswai fungsinve masing-masing. Dalam hal ini Satwan Polisi
Pamong Praja herkewenangan dalam hal penertiban dilapangan dibant
oleh pitak kepolisian dan TNT, "(Rabu, 11 Juli 2012 Pukul 10.12 WIB)

Menurut pendapat 5D@. Kewenangan dan tanggungjawab Bagian
Hukum Sekertariat Daerah Kota Cilegon menetapkan Peraturan Daerah, meninjau
kembali dengan kehidupan masyarakat Kota Cilegon, Selain itu juga sosialisasi
juga menjadi wewenang dan tanggungjawab Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Cilegon. Sementara untuk penerapan dilapang, Satuan Polisi Pamong Praja
vang memiliki kewenangan dan tanggungjawab tersebut dengan didukung pula
oleh instansi-instansi terkait. Sejalan dengan vang diungkapkan oleh £12D@;, :

“Pembagian wewenang sudah ditetapkan sesual dengan tupoksi dun

fanggung fawal dimasing masing instanst. Tetapi mungiin kordinast antar

fnstanst it perhe sekali, seperti munghin ketika akan melakukan razia,

Satpol PP berkordinast dengan pihak pihak terkair seperti kepolian agar

penertiban tersebut berjalan baik. Seperti it " Senin, 10 September 2012
Pukul 09.32 WIB)



Berdasarkan hasil wawancara, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam
wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Peraturan Daerah telah dibagi-
bagi sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Dalam implementasi
Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman
Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika. Psikotropika dan Zat Adikof
lainnya di Kota Cilegon, Bagian Hukum Sekertaris Daerah Kota Cilegon memiliki
wewenang dan tanggung jawab menetapkan, meninjau ulang Peraturan Daerah,
dan mensosialisasikannya. Sementara pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut
berada di wewenang dan tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja. Pelaksanaan

togas pokok dan fungsi juga diperlukan kordinasi dengan pihak-pihak terkait.

4.2.2.5 Pelaksana Program

Suatu kebijakan dapat mencapai keberhasilan apabila terdapal kordinasi
vang selaras antar pihak-pihak terkait. Dengan kordinasi yang selaras dan
seimbang, tujuan dari suatu kebijakan akan dengan mudah tercapai. Kordinasi
merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 5
Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian,
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adikutf lamnya di Kota Cilegon,
apalagi dalam penertiban minuman keras di Kota Cilegon. Penertiban minuman
keras di Kota Cilegon menjadi tangeung jawab Satuan Polisi Pamong Praja dan di
dukung oleh pihak kepolisian Kota Cilegon.

Dalam wawancaranya, LEQ;, menjelaskan tentang kordinasi antar

pelaksana kebijakan, yaitu :



“Koordinasi dengan pihak reriait selama ini berfalan lancar, kita minta
bantuan  tambahan personil ke Polres sama ke Kodim dan ke Polisi
Militer wntuk memback wp. Kie kordinasi dengan  membuat  surat
permohonan bantuan ke instansi terkait kava polisi, kodim dan PM uniuk
mimta tambahan  personil  trus  kumpwilnva  disin. Seviap  kita ingin
melakukan razia, kita selafu berkordinasi dengan Kepolisian Kota Cilegon
dan TNI. Seperti yang kita lakukan sekitar 3 minggu ve lalu, sekitar bulan
Jumi. Kita vang memberitah kepada TN dan Polsek pada sore harinya,
dan kemudian pada moalam harei di hard vang same kita melakukan razia ke
daerah jalan protwkal Kota Cilegon, 425 minuman berkadar diatas 3%
veang disita, {7 orang vang sidang, 10 dari warung remang-remang, 7
lainnva dari tempat hiburan. Selama seminggn bulan Juni diadakan razia
diseluruly cllegon. Bagl vang ketquan mefanggar akan dikenakan hukuwman
3 hari kurungan dan denda sekitar Rp 200,000 - Rp 400,000 karena masuk
kedalam tindak pidana ringan, "(Selasa, 24 Juli 2012 Pukul 09,47 WIB)

Dalam penegakan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dibantu
oleh TNI, Polisi Militer dan Polres Kota Cilegon, Kordinasi berjalan seiring dan
sejalan menurut pendapat L,EQ,,. Terlihat dari razia yang dilakukan pada anggal
12 -14 Juni 2012, Sekitar 425 botol minuman keras kadar diatas 5% berhasil
disita. Sebanyak 17 penjual disidangkan. Kordinasi baik pun di utarakan oleh
LEQ:

“Dari segi kordinasi aniar pihak—pihak terkait kita sangar baik. Seriap

kepolisian, kodim, polsek, dan instansi rervkait kita selahy melakukan

kovdinasi setiap kegiatan, Kordinasi selama ini berjalan baif dan sangat
sinkron "(Senin, 03 September 2012 Pukul 10,15 WIB)

Kordinasi vang baik diadakan disetiap kegiatan oleh Satuan Polisi Pamong
Praja dengan pihak-pihak terkait. Sejalan dengan pernyataan F;EQ,, :

“Kita terus berkordinasi dengan pihak-pibak terkait dalam melakukan
fugas, Kordinasi vang kita lakuwkan sava rasa baik ranpa masalah, Dan
pihaic-pifhak terkait it pun tidak ado masalah dengan kita. Karena kita
menjalankan tgas dan meminia bantuan personil dalam ugas dengan
cara bagaimang megtinya. "(Rabu, 05 September 2012 Pukul 10.54 WIB)



Dalam wawancara terhadap Kasi Trantib Pol PP Kota Cilegon dan para
anggota Satuan Polisi Pamong Praja. dijelaskan babwa selama ini kordinasi
terhadap pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun
20001  Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian,
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adikaf lamnya di Kota Cilegon,
apalagi dalam penertiban minuman keras di Kota Cilegon berjalan lancar dan
kordinasi tersebut terus berjalan tidak hanya saat sesekali saja. Dalam setiap razia,
Polisi Pamong Praja selalu berkordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti dalam
permohonan personil dam razia, Polisi Pamong Praja membuat surat permohonan
bantuan tambahan personil ke pihak-pihak terkait, dalam hal ini pihak kepolisian,

Polisi Militer dan TNILL

4.2.2.6 Sumber-sumber Dava vang Digunakan

Dalam implementas kebijakan publik dalam hal ini Peraturan Daerah No 5
Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian,
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnyva di Keta Cilegon
perlu didukung dengan sumber daya yang digunakan. Tentunya kualitas dan
kuantitas sumber daya yang digunakan harus sesuai dengan vang dibutuhkan
sehingga tujuan dari Peraturan Daerah dapat terwujudkan,

I. Sumber Dana

Sumber dana dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001
Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon, bisa berupa



biaya operasional pelaksanaan  kebijakan, Sumber daya wyang digumakan

merupakan salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan suatu kebijakan,

1) Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran
Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika
dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon. ditemukan terdapat biaya operasional
pelaksaan penertiban di Satuan Polisi Pamong Praju. Hal ini sesuai dengan hasil
wawaneara dengan I,FQ,; :

“Dana ade davi APBD. Kegiatan razia fu ada di rencana dalam APBD

vang udal dianggarkan. Pengadaon dtn selama  kegiatun, kita ada

semacam  honor wntuk polisi, wntuk vang lain fuga. Dan itu wdah

digngearkan, Razia miras ftw ga rap bulan tercantung  anggavan,

anggaran unink mivas itu setatn 2x. Setiap 6 bulan karena polisi juga ada
razig miras dan anggaran ga Cuma buat miras, tapi buat vang lain juga.”(

Selasa, 24 Juli 2012 Pukul 0947 WIB)

Razia minuman keras dilakukan selama 2 (dua) kali dalam setahun, hal ini
dikarenakan APBD terbagi-bagi dengan kegiatan lain seperti tentang kesusilaan,
Narkotika dan perjudian. Sehingga dana yang tersedia untuk kegiatan minuman
keras juga terbatas. Selain itu, pengeluaran berupa biaya operasional dikeluarkan
oleh Satuan Polisi Pamong Praja seperti honor untuk pihak yang membantu dalam
melakukan kegiatan yaitu pihak kepolisian. Seperti yang diungkapkan oleh
LFQ, s

“Dana vang dikelvarfan biasanva saat kita melakukan kegiatan, seperti

hiaya operasional. Dana it sudah ada dirancangan APBD, Mungkin itu

biava rutin yang pasti dikeluarkan.(Senin, 03 September 2012 Pukul
1015 WIB)



Biaya untuk kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja sudab  terdapat
dirancangan APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) dan hal tersebut juga
diungkapkan oleh I;F Q. :

"Bigva eperasional yang kita kelwarkan itu berasal dari APBD, fadi

dalam setiap keoiatan tigas, sudall ada angearannya seperti apa seperti

apanve. Kalauw secara spesifiknva sava kurang tahu, "(Rabu, 03 September

2012 Pukul 10.54 WIB)

Biaya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja sudah terdapat dalam APBD
(anggaran pendapatan belanja daerah). Biaya vang dikeluarkan oleh Satoan Polisi
Pamong Praja vaitu biaya operasional seperti biaya untuk mengadakan razia salah

satunya biaya honor untuk pihak yang membantu dalam razia seperti pihak

kepolisian,

2) Penjual Minuman Keras
Sumber dana yang dikeluarkan oleh sasaran kebijakan juga menjadi hal
vang penting mengingat kinerja dari pihak pelaksana peraturan daerah. Dan hasil
wawaneara mendalam dari informan penjual minuman keras ditemukan bahwa
ditemukan setoran dana ke aparat penertib, Berikut hasil wawancara tersebut
dengan J,FQ,;; :

“Kalo masalah  wang vang disetorkan, sava kurang  mengetali.
Karvawan kava sava inf kurang mengetahul masalah yang seperti itu, kalo
masalalh wang vang disciorkan it vang menanganinya orang-orang diaias
sayea. "(Rabu, 11 Juli 20012 Pukul 16.56 WIB)

Untuk jumlah dana yang disetorkan kepada pihak pelaksana Peraturan

Daerah tidak diketahui oleh [, FQ;;, karena untuk hal semacam it vang



mengurusnya adalah pimpinan tempat hiburan tersebut. Hampir sejalan dengan
yang diungkapkan oleh I.FQ,, :

“Pasti ada lah, kalaw ingin wsaha lancar va maw tidak mau harvus seror.
Daripada usaha sava digrebek, mending menvetorkan dana. Toh dana
vang sava setorkan tidak membuat rugi wsala, Uniuk nominal wangnva
sava tidak bise sebuthan, tapi paesi ada lah. Uniwk beberapa jenis
mimeman keras, kalo terkena razia kita mima surar penyvitaan buat ditker
lagl dengan minuman kevas vang disita ke distributor minwmean keras it
Jadi kita ga rugd, "(Jumat, 15 Juni 2002 Pukul 23.40 WIB)

Mengeluarkan dana untuk vang keamanan dirasa tidak masalah bagi
I:FQ:s, karena dengan mensetorkan uang keamanan dianggap tidak akan
merugikan usahanya tersebut. Dan untuk jumlah dana wyang disetorkan
dirahasiakan oleh penjual minuman keras tersebut. Untuk beberapa merk
minuman keras, jika terkena penyitaan akan bisa ditukar dengan minuman keras
vang baru asalkan menyertakan surat penyitaan ke distributor minuman keras
tersebut. Untuk niminal penyetoran vang kemanan, I, FQ;; menjelaskan sebagai
berikut

“Seperti vang sava sebuikan radi, sava rotal menyverorkan dana sejumiah
Rp 45.000. dan wang keamanan itu terbagi tiga, Setoran ke Polisi Pamong
Praja Rp 5000, setoran ke Polisi 15000 dan ke Polisi Militer Rp
25,0060, "(Selasa, 10 Juli 2012 Pukul 00.20 WIB}

Dana yang harus dikeluarkan oleh para penjual minuman keras, sebagian
besar digunakan untuk uang keamanan kepada oknum penertib  yang
memanfaatkan situasi, Untuk nomilan vang keamanan tersebut diketahui dari

salah satu penjual minuman keras di warung minuman keras berjumlah Rp 45,000

{empat puluh lima ribu rupiah) hampir setiap malam.



Dari hasil wawancara mendalam dengan informan diketahui bahwa setiap
kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terdapat anggaran
kegiatan vang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD). walaupun demikian terdapat pula pungutan liar pada para penjual
minuman keras kepada pihak oknum penertib yakni Satuan Polisi Pamonge Praja,
Pihak Kepolisian dan Polisi Militer. Ditemukan pula, bahwa untuk beberapa merk
minuman keras jika terjaring razia, bisa ditukar denpan wvang barn dengan

menyertakan surat penyitaan,

2, Sumber Daya Manusia

Selain dari sumber dana vang digunakan, sumber daya manusia juga
menjadi salah satu faktor penting untuk keberhasilan suatu kebijakan. Sumber
daya manusia dapat dilihat dari kualitas dan kuantitasnya dilapangan. Tingkat
kompetensi dari para pelaksana kebijakan juga menjadi fakior yang penting.
Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia yang
dimiliki sudah sangat mencukupi seperti pernyvataan £,F @, berikut ini :

“SDM jira bagus semua. Angeota disini sudal dibevikan  pembinaan

cara merazia, carva masuk kedalam tempat peredearan. fw segala wdak

digjarkan, Sebelum bergerak, sudah dikasih arahan, Disini rate-rata

sudah 81 juga.  Insva  Allah  lah  SDM  sudah  memadal  dan

mencukupi. "(Selasa, 24 Juli 2012 Pukul 09.47 WIB)

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja
dirasa sudah mencukup dari segi kualitas dan kuantitasnya. Dan hampir seluruh

anggota Satuan Polisi Pamong Praja memiliki ijazah Strata Satu (S1), Hal tersebut

juga diungkapkan oleh I,FQ;, !



“Temen-temen disind sudah bagus kualttasnva, Hampir separuh dari

angeota dising sudah 51, Bisa dibilang semua angpota dising sudalh baik

semualael, " Senin, 03 September 2012 Pukul 10,15 WIB)

Selain memiliki ijazah Strata Satu (81), angpota Satuan Polisi Pamong
Praja mendapatkan pelatihan, Peningkatan kualitas Satuan Polisi Pamong Praja
juga diungkapkan oleh L,FQ;,

“Kualitas angeota dising sidal baik, malal dari ol 200 1 sampaid falun

2012 sudal bamvak peninghatan, Dan sekarang rata-rata anggola dising

stedaht 81 semua, Pelatthan sendivi setalwn ini sudalh 2x dilakikan

Terkaklir ity pelaethan dari BKD rahun 2011, "(Rabu, 05 September 2012

Pukul 10.54 WIB)

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja
sudah sesuai dengan kebutuhan dan memadai, hal tersebut karena anggota Satuan
Polisi Pamong Praja rata-rata sudah mencapai Strata Satu (S1), Kualitas ini juga

didukung dengan pelatihan-pelatihan yang diadakan BKD (Badan Kepegawaian

Daerah).

4.2.3 Lingkungan Kebijakan {Context of Policy)
4.2.3.1 Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan dan Sirategi dari Aktor yang

Terlibat

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang
Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus Peredaran

Minuman Keras), perlu memperhatikan dimensi kekuasaan dan Kepentinga-



kepentingan dan strategi yang digunakan oleh aktor pelaksana kebijakan. Hal ini

memiliki dampak agar memperlancar jalannya pelaksanaan atau implementasi

suatu kebijakan. Apabila dimensi ini terabaikan, maka kemungkinan besar

program yang akan dijalankan atau dilaksanakan tidak mencapai Suatu

keberhasilan sesual dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini akan

dijelaskan dimensi kekuasaan vang mempengaruhi dan strategi aktor yang

menjadi pelaksana kebijakan :

I} Terdapat tidaknva kekuasaan yang mempengaruhi implementasi Peraturan

Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman

Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif

lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus Peredaran Minuman Keras).

Bagi Bagian Hukum Sekertariat Dacrah Kota Cilegon

Menurut kewenangannya yang terdapat pada Peraturan Walikota
Cilegon Nomor 23 Tahun 2008, Bagian hukum Sekertariat Daerah
Eota Cilegon memiliki  wewenang untuk  mengkordinir
penyelenggaraan penetapan, sosialisasi. evaluasi Peraturan Daerah.
Dalam kenyataannya, seringkali terdapat kekuasaan lain yang dapat
mempengaruhi Peraturan Daerah tersebut, sehingga perlu diketahui
bahwa ada atau tidak kekuasaan yang mempengaruhi peraturan
tersebut,

Hasil wawancara dengan [;GQ,s menvatakan hahwa :

“Memang wunink kebevhasilan Pevaturan Daeral kira memerfuian
kovdinasi  vang  baik  antar  instansi-instansi terkait,  tapi



tanggungiaowh dari Bagian Hulwm Setka Kota Cilegon sangat
besar, apalagi berbicara malah Penetapan Kebijakan dan hal hal
vang berkaitan dengan itw. Dalam kaitannva dengan pelaksana
kebijakan seperti penertiban dan hal hal semacam i emang
menjadi keknasaanva Satpol PP (Rabu, 11 Juli 2012 Pukul 10.12
WIB)

Kekuasaan vang dimiliki Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Cilegon sangat besar dalam penerapan kebijakan dan hal-hal yang
terkait dengan hal tersebut. Begitupun yang diungkapkan oleh
LGQ,s

“Kekuasaan yvang kita miliki hanva sebatas sekitar penetapan
Peratwran  Daerah saja. Kita  tidak memiliki  kekuasaan  lain

davipada ine. Karena dalam penerapan Peraturan Daerah sidal
ada bagianimyva masing- masing sesuai dengan tpoksi vang sudakh

diberikan. "(Senin, 10 September 2012 Pukul 09.32 WIB)

Kekuasaan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon
hanya terbatas pada tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon tersebut, yaitu
mengkordinast dalam  penetapan, peninjauan, dan sosialisasi

Peraturan Daerah,

Bagi Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon sebagai unit pelaksana
teknis kebijakan, tidak memiliki kekuasaan dalam mempengaruhi
implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang

Pelanggaran  Kesusilaan,  Minuman  Keras,  Perjudian,



Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adikiif lainnya di
Kota Cilegon seperti yang dinyatakan oleh 1, G0, sebagai berikut :
“Kalo Peratwran Daeral va emang kalo ada keresahan dari
masvarakat kita tindak lanjuti karena emang ada Peraturan
Daerah. Cuma di Peraturan Dacevah kita ite % tapi kan disitu
ada Peraturan Pemerintah vang lebih tinggl vaitu 3 % jadi kira
ambil vang 3% keatas, kalo bir kit ga ambil. Peratran Daerah
ini masih vang lama. Mivas masih bergabung dengan vang lain.
Emang kita sadar visi, haris terpisah. Karena narkotika ndalt
punya wndang-undang bukan Peraturan Daervaly lagi, "(Selasa, 24
Juli 2012 Pukul 09,47 WIB)
Jika terjadi keresahan dari masyarakat Kota Cilegon, Satuan
Polisi Pamong Praja berkuasa untuk melakukan tindakan. Dalam
hal ini jika peredaran minuman keras dianggap sudah
meresahkan, Satwan  Polisi Pamong  Prajaberkuasa  untuk
mengambil tindakan penertiban. Dalam kegiatan pengerakan
minuman keras, Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997
Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkoho! yang
mengawasi minuman berkadar alkohol diatas 5%, Padahal jika
dilihat dari fungsinya. Satuan Polisi Pamong Praja berfungsi untuk
menggakan  Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang
Pelanggaran  Kesusilaan, Minuman  Keras,  Perjudian.
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adikdl lainnya

di Kota Cilegon yang melarang minuman beralkohol diatas 0%,

Hampir sepedapat dengan pendapat L,GQ; :



“Kita disini sehagai penegak Peraturan Daeral. Jadi kita harvus
memarnihi Peratwran Daeralt vang ada. Dalam penertiban atan
razie kita tidak melilih tempar vang akan divazia tapi semua
fempai yang mencurigakan kita razig vang ada kadar alkohoinva
lebihdari 5%, "(Senin, 03 September 2012 Pukul 10.15 WIB)
Dalam menegakan Peraturan Daerah, Polisi Pamong Praja juga
harus mematuhi peraturan yang ada di Peraturan Daerah tersebut.
Kekuasan sebagai penegak Peraturan Daerah juga diungkapkan
oleh .I'_{GQM :

“Kita tidak memiliki fkekuasean yang dapat mempengaruhi
Peraturan Daerah, hanva kita berusaha wniwk menjalankan
Peraturan  Daerah  ftu sebaik  mungkin  sesuai  dengan
sebgeaimana  seharusnva,  Kekuasaan  kita hanva  terbatas
menertibian masvarakar saja. "(Rabu, 05 September 2012 Pukul
10:54 WIB)

Kekuasaan vang dimiliki oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Cilegon dan Satuan Polisi Pamong  Praja  dalam
implementasi Peraturan Daerash No 5 Tahun 2001 Tentang
Pelanggaran  Kesusilaan,  Minuman  Keras.  Perjudian,
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adikiif lainnya
di Kota Cilegon berdasarkan hasil wawancara dan observasi
hanya sebatas menjalankan tugas dan tugas pokok funsi yang
sudah  ditetapkan pada masing-masing pihak. Tidak ada
kekuasaan lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Peraturan
Daerah No 3 Tahun 200! Tentang Pelanggaran Kesusilaan,

Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika,

Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon. Peraturan



vang dijadikan acuan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun [997
Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang
mengawasi minuman berkadar alkohol diatas 5% bukan mengacu
pada Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran
Kesusifaan,  Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon

yang melarang minuman beralkohol diatas 0%.

2) Strategi Aktor yang Terlibat

Dalam suatu implementasi kebijakan tentunya mempunyai permasalahian
vang akan menghambat tercapainya suatu tujuan vang telah ditetapkan. Begitu
pula dengan dalam  Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran
Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika. Psikotropika
dan Zar Adiktif lainnya di Kota Cilegon, diperlukan adanya strategi-strategi yang
sesuai dari pelaksana teknis kebijakan vang berguna untuk memperlancar
implementasi kebijakan tersebut dan diharpkan pula strategi tersebut dapat
menjawab permasalahkan yang timbul dari implementasi Peraturan Daerah No 5
Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian,
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adikuf lainnya di Kota Cilegon.
Berikut hasil wawancara dengan £,GQ; -

“Sehelum razia, anggola kit sudal memantan lokasi-lokasi vang ingin

dirazia secarg tertutup sefama Imingeu sebelumnye. Jadi kita ddak

kecolongan, karena sudal ada  wjuannva, Kebetalan talun i kita
kebamvakan ke daerah perkampungan, itlah strategi kami. Kia bergerak



kedalam. Kebetwlan didalam perkampungan Kita menennikan warung-

warnng vang berjualan mivas. Disana banvak juga, tapi kebanyakan

diluar. Itw hasid pemantanan kita sebelum bergeralk. "(Selasa, 24 Juli 2012

Pukul 09,47 WIB)

Sirategi yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan
pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan,
Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat
Adikuf lainnya di Kota Cilegon dalam hal menegakan peraturan minuman keras
vaity mengirim anggota berpakaian preman ketempat-tempat yang dinilai terdapat
peredaran minuman keras. setelah dilakukan survey lokasi, dan ternyata dugaan
tersebut dirasa benar, maka razia pun dilakukan Hal yang sama juga diungkapkan
oleh I, G0, > dalam strategi vang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja :

“Kita langsung terfun ke lapangan. Blasanmva ada beherapa anggoia intel

vang kelogpangan dahufn. Mereka ketempat vang menjadi titk vang

sekivanva menjual mivas, abis itu kita kesana buat merazia. Tapi jaman
sekarang tefmologi sudalh canggil, pasti ada saja kebocoran. Karena

sekarang tinggal telpon pasti miras dangsung  disimpan. '(Senin, 03

September 2012 Pukul 10,15 WIB)

Strategi dalam penertiban minuman keras vang dilakukan Saman Polisi
Pamong Praja juga di dukung dan dijelaskan senada oleh LGQ,-

“Strategi  kita itu mengerahkan  anggota berpakaian  preman  uniuk

menvelidiki rerlebily dahuly ke tempar tempai vang aka dirazia. Jika positf

menjual ataw ada transaksi disana, kita siap merazia tempal tersebut.

Semua jenis mibnoman vang membuat mabuk biasanva kite sita. Walawpun

it minpman tradisional seperti Tuak, Cin, tetap kita razia karena dampak

myva mentabukkan, "(Rabu, 05 September 2012 Pukul 10.54 WIB)

Dalam strategi pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang

Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika,



Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon agar tidak terjadi berbagai
hambatan, pihak Polisi Pamong Praja melakukan pengintaian terlebih dahulu
dengan anggota vang berpakaian preman di titik yang dicurigai sebagai penjualan
minwman kKeras, Setelah pengintaian terbukti, maoka titik tersebut langsung

dilakukan razia. Cara ini dilakukan agar tidak terjadi salah sasaran,

4.2.3.2 Karakteristik Lembaga

Implementasi suatu kebijakan bisa dikatakan berhasil apabila karakteristik
vang tercermin dari sikap atau kepenumpinan yang dimiliki oleh lembaga atau
pelaksana kebijakan telah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat
kebijakan, dalam hal ini Bagian Hukum Sckretariat Daerah Kota Cilegon, Ketika
pelaksana kebijakan memiliki kerakteristik yang berbeda dengan pembuat
kebijakan, maka proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif.
Kepemimpinan merupakan suatu proses dengan berbagai cara memperngaruhi
orang atau sekelompok orang untuk mencapai tujunn bersama. Kepemimpinan
seseorang dari suatu lembaga memiliki pengaruh terhadap suatu implementasi
kebijakan, Karena peraturan  teknis  pelaksana  kebijakan merupakan
tanggungjawab  dart masing-masing pemimpin  dari suatu  lembaga teknis
pelaksana kebijakan. Dalam hal ini, peneliti membagi kedalam bebrapa kategori,
diantaranya :

I} Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cilegon
Bagian Hukum Sckertariat Daerash Kota Cilegon tentunya memiliki

pandangan dalam pelaksanaan penertiban minuman keras yang dilaksanakan oleh



unit pelaksana teknis seperti Satuan Polisi Pamong Praja. Berikut pernyataan dari
LHO,;
“Bagus. Selama ini Polisi Pamong Praju menjalankan teasnva dengan
baik dan funcar-lancar saja. Tidak ditemidian masalah setiap pelaksanaan
fugas. Polisi Pamong sebagal undi peaertihan mampy menjalankon ugas
sebaeaimana mestinva. " Rabu, 11 Juli 2012 Pukull0.12 WIB)
Kepemimpinan di Satuan Polisi Pamong Praja dirasa berjalan baik dan
tidak pernah ditemukan masalah oleh I,HQys Hal tersebut juga sesuai dengan
vang diungkapkan oleh LHQ, ;5 :
“Kinerja Pol PP sangar vesponsif. Kepemimpinanan dari Pol PP sangat
responsif karena setiap ada permasalahan, meveka sangat responsif dalam
menangeapi, seperti ada tempat hiburan vang menvalahi perda, mereka

cepat hertindak, dalem setiap beroperasi meveka juga mengafak seluruh
SKPD vang terkair. "(Senin, 10 September 2012 Pukul 09.32 WIB)

Berdasarkan hasil penelitian, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Cilegon menilai kepemimpinan dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam
melaksanakan tanggungjawabnva dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 5
Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian,
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon

sangal baik dan responsif, Tidak ditemukan permasalaban dalam melakukan

tugasnya.

2} Satuan Polisi Pamong Praja
Sehagai unit pelaksana kebijakan, Satuan Polisi Pamone Praja tentunya
dalam melaksanakan penertiban minuman keras mempunyai gaya kepemimpinan.

Untuk mengetahuinya, £;HQ,;y akan menjelaskan sebagai berikut :



“Rale kepemimpinan, kita sesuatkan dengan tupoksi masing-masing. Yang

namanya Peraruran Daeral ada disini, tapi kita juga harus ada kordinasi

dengan instansi lain, Misal bangunan lar dan jin bangunan dengan tara

kata. Untuk Peratwran Daeral di Cilegon, Pol PP beringas menjalankan

dan mengamankan. "(Selasa, 24 Juli 2012 Pukul 09.47 WIB)

Kepemimpinan pada Satuan Polisi PamongPraja berjalan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi masimg-masing serta diperlukan kordinasi dari instansi
lain. Kepemimpinan yang baik dijelaskan pula oleh LHQs :

“Kepemimpinan herfalan baik tidaek menvalald peraturan vang ada.

Dalian setiap peneriiban kita seswai dengan mekanisme vang sudah

ditetapkan, seperti berkordinasi dengan pihak kepolisian dna pilak terkair

tainmya. "(Senin, (3 September 2012 Pukul 10.15 WIB}

Mematuhi peraturan yang ada dan mekanisme yang sudah ditetapkan
dalam setiap melakukan razia menjadi hal yvang mutlak. Sejalan dengan yang
diungkapkan oleh LH Qs :

“Kepemimpinan dising sangat fegas dan kongheil. Pelaksangan kegiatan

Satpol PP harus seswd dengan amran sehingea tidak teviadi penyvalahan

atwran vang berlakn, Yang pastt kita perpedoman dengan  Peraturan

Daeralt vang ada, selebihnva kita tidak menjalankannva. "(Rabu, 035

September 2012 Pukul 10.54 WIB)

Kepemimpinan di Satuan Polisi Pamong Praja berjalan dengan baik dan
sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak menyalahi peraturan yang sudah
ditetapkan. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan,
Minuman Keras., Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat

Adiktif lainnya di Kota Cilegon sangat dipatuhi pelaksanaanya berdasarkan hasil

wawancara dan observasi.



4.2.3.3 Tingkat Kepatuhan dan Respon dari Kelompok Sasaran

Hal lain yang menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi suatu
kebijakan adalah kepatuhan dan respon darikelompok sasaran. Hal ini
dikarenakan tingkat kepatuhan dan respon dari kelompok sasaran dalam Peraturan
Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras,
Perjudian, Penyalahgunaan Narkoetika, Psikotropika dan Zat Adiktif lamnya di
Kota Cilegon menentukan keberhasilan dari tujuan tujuan yang ingin dicapai.
Berikut penjelasan mengenai tingkat kepatuhan dan respon dari kelompok sasaran
berdasarkan hasil wawaneara dengan masyarakat Kota Cilegon

Sebagai sasaran kebijakan, dibutuhkan penilaian Masyarakat Kota Cilegon
mengenai tingkat kepatuhan dan respon dari kelompok sasaran, dalam hal ini
pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan,
Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat
Adiktif lainnya di Kota Cilegon. Seperti vang diungkapkan £;,0Q., :

“Rendah ringhat kepatvhannya. Walauptn sering dilakukan penertiban

tapt peredaran minman keras rdak ada habisnya. Coba para penjual

maupun  pemuda-pemudi nva sadar, pastd miras bakal hilang dari
peredaran. "(Selasa, 12 Juni 2012 Pukul 15.24 WIB)

Kesadaran menjadi hal yang paling dibutuhan dalam hal mematuhi suatu
peraturan, dalam hal ini Peraturan Daerah No 5 Tabun 2001 Tentang Pelanggaran
Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika
dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon mengenai konsumsi dan peredaran
minuman keras, Kepatuhan tidak hanya harus dilakukan oleh penjual dan pembeli

seperti yang dijelaskan oleh 100,



“Sebenarnva kepanhan tidak harus davi penjual dan peminum saja, tap
harusnva para apavat dan orang-orang vang diatas juga. Karena mereka
contoh buat masvarakatnya, Jadi bagaimanapun fuga peratwran 1t faris
dipatuhi olel semua pihak. Selama ini vang sava lihat kepatuhan dari
masvarakat juga kuvang dan untuk tingkat kepatwhan davi para pelaksana
kebijakan juga urang. '(Selasa, 04 Juli 2012 Pukul 11.24 WIB)

Kepatuhan dari pelaksana kebijakan menjadi hal yvang sama pentingnva.
Yang mtinya suatu peraturan itu harus dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat.
Hampir sejalan dengan IrafQa

“Tinghar kepatwhan dimasvarakal sangat kurang, Kesadaran masyarakat
akan huwkum juga kurane dan harus divinekarkan. Karena peraturan
dibuat  berdasarkan  realita  dun  pertimbangan  yang  sudah
dipertimbangkan baik dan burnknva, Jadi snka atan ddak suka harus
dipatuhi bukannva difangear. "(Selasa, 10 Juli 2012 Pukul 14.37 WIB)

Selain kepatuhan yang kurang dimasyarakat, kesadaran dimasyarakat
untuk mematuhi peraturan tersebut juga berbanding lurus dengan kepatuhan yang
terjadi. Senada dengan penjelasan J;-10,

“Musvarakar Kota Cilegon kurang sekali dalom hal kesadaran akan
hukum. Banvak hal! kenapa bisa seperti i, bisa karena kurangnva
pendidikan araw bisa juga karvena pergawlan. Semoga saja kedepannya
masvarakar bisa lebih pandy dengan peraturan. Tidak hanya peraneran ini
sufa mefainkan pevaturan lainnva juga. (Jumat, 13 Juli 2012 Pukul 15.56
WIB)

Kepatuhan masyarakat bisa terlihat dari peredaran minuman keras
dimasyarakat. Sampai sckarang masih mudah ditemukan minuman  keras
diperedaran seperti yang dijelaskan oleh 1,05, :

“Keparuhan dari masavarakar sangar kirang, penjuad, peminum dan

apirar penertibnya juga masih kurang kepandannya. Lihar saja measih

ada yang berjualan dan ada tempat yang havusnva terkena razia tapi

selatu folos, Apa lagi kalow bukan  ferjasama sama pilak  apara
penertih. " Senim, 16 Juli 2012 Pukul 10.40 WIB)



Berdasarkan hasil wawancara dan observasi ditemukan bahwa tingkat
kepatuhan dan respon dari kelompok sasaran, dalam hal ini Peraturan Daerah No
5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian,
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktit lainnya di Kota Cilegon
masth sangat kurang vang dirasakan oleh Masyarakar Kota Cilegon, khususnya

dalam peredaran minuman keras.

4.3 Pembahasan Hasil Penclitian

Langkah selanjutnya dalam proses analisis data adalah melakukan
kegiatan interpretasi hasil penelitian, yakni menggabungkan temuan hasil
penelitian dilapangan dengan dasar operasional yang telah ditetapkan sejak awal.
Dalam hal i adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh
Merilee S. Grindle (2006:167) vang dikenal dengan Implementasi as A Political
and Administrative Process, Menurutnya, keberhasilan implementasi kebijakan
juga sangat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan it sendiri, yaitu
vang terdiri dari Conrexr of Policy and Context of Policy. Isi kebijakan ( Conrexr of
Policv) terdiri dari enam dimensi, yaitu :

L. Interest Affected (Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Berkaitan dengan berbapai kepentingan yang mempengaruhi suatu
implementasi kebijakan, indikator i berargumen bahwa suatu kebijakan salam
pelaksanaannya melibatkan  kepentingan, dan  sejauh  mana  kepentingan-
kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Dalam hal

i, kepeniingan-kepentingan tersebut antara lain kepentingan Bagian Hukom



Sekertariat Daerah Kota Cilegon sebagai bagian dari Asisten I pemerintah Kota
Cilegon yang membidangi bagian hukum sebagai penyelengara penetapan,
evaluasi dan sosialisasi peraturan daerah, kepentingan unit pelaksana kebijakan
vaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan kepentingan dari penjual minuman keras
sebagal sasaran penelitian,

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui. bahwa kepentingan dari
Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kota Cilegon hanya pengkordinasian dan
penyelenggaraan pengkajian, perencanaan penctapan, sosialisasi Peraturan
Daerah. Peraturan Walikota, Kepututsan Walikota dan produk hukum lainnya,
Sedangkan kepentingan di Satuan Polisi Pamong Praja yaitu scbagai penegak
Peraturan Daerah, Tetapi berdasarkan triangulasi sumber yang dilakukan peneliti
terhadap penjual minuman keras dan konsumen minuman keras dapat diketahui
bahwa terdapat berbagai kepentingan vang dimiliki Polisi Pamong Praja. Pihak
Kepolisian dan pihak penertib lainnya. Keépentingan tersebut antara lain,
mengambil jatah uang keamanan sebagal bentuk jaminan agar tidak terkena razia
dan sebagai penikmat minuman keras juga. Sementara pasal 6 (enam) dan 7
{tujuh) pada Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan,
Minuman Keras, Perjudian, Penvalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat
Adiktif lainnya di Kota Cilegon vang berisi mengenai pelarangan masyarakat
mengkonsumsi minuman keras tidak dilaksanakan. Karena memuul pengakuan
dari salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja, razia hanya difokuskan pada
minuman kerasnnya saja.

2. Type of Benefit{Tipe Manfaat)



Didalam implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang
Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon terdapat manfaat yang
secara nvata yvang dirasakan oleh masvarakat Kota Cilegon sebagal sasaran
kebijakan, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, belum ada sama
seckali manfaat vang dirasakan oleh masayarakat Kota Cilegon terkait dengan
pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan,
Minuman Keras. Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat
Adiktit lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus Peredaran Minuman Keras).
Minuman keras masih sangat modah ditemukan sehingga berpotensi mengganggu

keamanan dan kenyamanan dari masyarakat Kota Cilegon.

3. Extent of Change Envision (Derajat Perubahan vang Dicapai)

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Dacrah No
5 Tahun 20011 Temang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian,
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnyva di Keta Cilegon
(Studi Kasus Peredaran Minuman Keras) ditemukan bahwa derajat perubahan
yang ingin dicapaj adalah menghilangkan peredaran minuman keras dari Kota
Cilegon dengan tindakan yang nyata serta harus didukung pula oleh seluruh
masyarakal dan perubahan mengenai Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang
Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon sudah masuk dalam

PROLEGDA (Program Legislasi Daerah Kota Cilegon) 2010, 2011, dan 2012



tetapi masih perlu kesiapan dari beberapa pihak yang sampai sekarang menjadi
kendalanya menurut pendapat dari Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum
Sekertariat Derah Kota Cilegon. Salah satunva kesiapan dart Satuan Polisi
Pamong Praja yang sampai saat ini belum melakukan repord atau tanggapannya

terhadap wacana tersebut.

4. Site of Decision Making (Letak Pengambilan Keputusan)

Pengambilan keputusan adalah terletak pada siapa yang berwenang dan
bertanggungjawab dalam suatu implementasi kebijakan. Pada kategori letak
pengambilan keputusan adalah kewenangan dari Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Cilegon yang bertugas untuk mengkordinasi penyelenggaraan
penctapan, sosialisasi dan evaluasi Peraturan Daerah. Sementara dalam pelaksana
teknis kebijakan menjadi tanggungjawab dan wewenang dari Satuan Polisi
Pamong Praja vang dibantu juga oleh pihak pihak terkait. Hal tersebut telah sesuai

dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan sebelumnya

5. Progeam fmplementer {Pelaksana Program)

Keberhasilan  suatu  kebijakan tentunya harus  didukung adanya
pelaksanaan yang simergis dan selaras, sehingga tujuan bisa tercapai seutuhnya.
Kordinasi vang terjalin hendaknya terjalin dengan baik dan seimbang, Kordinasi
terjalin dengan haik antar 3 instansi yang terkait dengan implementasi Peraturan
Daerah No 3 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras;

Perjudian, Penvalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di



Kota Cilegon (Studi Kasus Peredaran Minuman Keras) yaitu Satuan Polisi
Parmong Praja sebagai pelaksana tekmis kebijakan dengan Pihak kepolisian, TNI,
Kodim, dan Polisi Militer terkait dengan kegiatan penertiban seperti razia.
Mekanisme dalam melakukan razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu
Seminggu sebelum melakukan razia, Satuan Polisi Pamong Praja mengirimkan
anggota berpakaian preman untuk melakukan penyelidikan terhadap tempat-
tempat vang disinyalir menjadi tempat terjadinya transaksi minuman keras.
Kemudian setelah terbukti, Satuan Polisi Pamong Praja membuat  surat
permohonan bantuan personil dalam melakukan razia kepada pihak-pihak terkait,
seperti kepolisian, TNI, Kodim. dan Polisi Militer. Jika Satuan Polisi Pamong
Praja yang ingin mengadakan razia, maka Satuan Polisi Pamong Praja yang

mengkordinasi dengan pihak-pihak terkait, begitu pula sebaliknya.

6. Resources Commited (Sumber-Sumber Dava yang Digunakan)
Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber
dava vang mendukung agar pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik. Sumber
daya yang digunakan terbagi dalam dua jenis, yaitu :

a) Sumber Dana, dari hasil penelitian terdapat biava yang dikeluarkan
oleh Satuan Polisi Pamong Praja, vaitu biava operasional yang
didalamnya termasuk honor kegiatan, seperti honor kepolisian
yang sudah membantu dalam razia, Biava operasional tersebut
sudah dianggarkan dalam APBD (anggaran pendapatan belanja

daerah) Kota Cilegon. Tetapi penarikan sejumlah uang keamanan



dialami oleh para penjual minuman keras kepada oknum tertentu
dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, dan Polisi
Militer dengan jaminan keamanan dalam melakukan usahanya agar
tidak terkena razia,

b} Sumber Daya Manusia, berdasarkan hasil penelitian mengenai
Sumber Dayva Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja dari
segi kualitas dan kuantitas telah sesual dengan yang dbibutuhlkan.
Dari tahun 2011 hingga 2012 terdapat peningkatan mengenai
Sumber Daya Manusia. Hampir selurub dari anggota Satuan Polisi
Pamong Praja berijazah Strata Satu (S1) dan juga dibekali
beberapa keahlian atau pelatihan-pelatihan yang terkail dengan
pelaksanaan kebijakan seperti pelatihan dalam hal merazia dan

penyidikan.

Sementara Konteks kebijakan ( Conrexr of Policy) terdiri atas 3 dimensi, antara
lain :
L. Power, Interest and Strategy of Actor Involved (kekuasaan, kepentingan-
kepentingan,dan strategi dari aktor yang terlibat)
Dalam suatu  kebijakan perlu  diperhitungkan pula  kekuatan atau
kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi vang digunakan oleh para aktor
guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal

ini tidak diperhitungkan dengan matang, besar kemungkinan program yang



hendak diimplementasikan tidak akan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk itu dibag: dua jenis vaitu :

a) Terdapat tidaknya kekuasaan yang mempengaruhi kebijakan. Dar
hasil penelitian, pelaksanaan razia yang dilakukan oleh Satuan
Polisi Pamong Praja mengacu pada Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan
Pengendalian Minuman Beralkohol yang mengawasi minuman
berkadar alkohol diatas 3%. Padahal jika dilihat dari fungsinya,
seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja berfungsi untuk menegakan
Peraturan Daerah dan melakukan fungsinya dengan mengacu pada
Peraturan Daerah No 3 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran
Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktit lainnya di Kota Cilegon
yvang melarang minuman beralkohol diatas 0%,

b) Strategi Aktor yang Terlibat, dalam pelaksanaan Peraturan Daerah
No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman
Keras, Perjudian, Penyalahgunaan MNarkotika, Psikotropika dan Zat
Adiktif lainnva di Kota Cilegon (Studi Kasus Peredaran Minuman
Keras), Satuan Polisi Pamong Praja memiliki strategi untuk
menghindarkan  dari  berbagai hambatan. Dalam  penertiban
minuman keras, Satuan Polisi Pamong Praja mengirimkan anggota
berpakaian preman untuk menyelidiki tempat-tempat yang dinilai

menjadi tempat akiifitas minuman Keras maupun peredarannya.



Setelah terbukti berdasarkan hasil pengintaian, maka Satuan Polisi
Pamong Praja yvang dibantu oleh pihak-pihak terkait melakukan

razia ketempat tersebut.

2. Instiwte and Regime Characteristic (karakteristik lembaga dan rezim
berkuasa)

Lingkungan di mana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh
terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari
lembaga vang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan, Dan dari hasil penelitian
diketahui bahwa kepemimpinan di Satuan Polisi Pamong Praja berjalan dengan
baik. Kepemimpinan Satuan Polisi Pamong Praja berjalan tegas dan mengikuti
peraturan yang sudah ditetapkan. Hal tersebut juga didukung pula oleh pendapat
dari Bagian Hukum Seckertariat Daerah Kota Cilegon yang menganggap
kepemimpinan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan Peraturan Daerah
Mo 5 Tahun 2001 Temang Pelangparan Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian,
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnyva di Keta Cilegon
(Studi Kasus Peredaran Minuman Keras) sangal responsif terhadap berbagai

mascam permasalahan.

3. Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon
dari pelaksana)
Hal in1 yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan

adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka hendak dijelaskan pada



poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam
menanggapi suatu kebijakan, Setelah pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi
oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks yang diterapkan, maka akan
dapat diketalui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah
kebijakan sesuai dengan apa vang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu
kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang
diharapkan terjadi. Berdasarkan penelitian, masyarakat Kota Cilegon masih belum
dapat mematuhi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran
Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika
dan Zat Adiktif lainnva di Kota Cilegon (Studi Kasus Peredaran Minuman Keras)
seutuhnya. Masih terdapat pula pelanggaran-pelanggaran mengenai konsumsi
maupun penjuialan minuman keras, Selain masyarakat Kota Cilegon, pelaksana
kebijakan juga, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak penertib yang terkait

juga masih belum bisa mematuhi Peraturan Daerah tersebut.

4.4 Hambatan implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang
Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan
MNarkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon (Siudi
Kasus Peredaran Minuman Keras)

Pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggsaran

Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika

dan Zat Adiktif lainnva di Kota Cilegon (Studi Kasus Peredaran Minuman Keras}

sudah dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari pihak-pihak terkait,

teiapi masih saja ditemui beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Masih



ditemukan pedagang penjual minuman keras. Walaupun sudah  dilakukan
penertiban, tetapi masih saja tetap menjual minuman keras, Hal itu dikarenakan
masih banyak masyarakat vang mengkonsumsi minuman keras dan tidak terlepas
Juga faktor ekonomi.

Dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 20001 Tentang Pelanggaran
Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika
dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus Peredaran Minuman Keras),
ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan razia
minuwman keeas, Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kepada Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian
Minuman Beralkohol bukan mengacu pada Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001
Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon.

Hal ini sangat bertentangan sekali dengan tugas pokek dan fungsi dari
Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri sebagaimana yang tertera pada Peraturan
Daerah Kota Cilegon No 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Cilegon yang menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong
Praja memiliki tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan
ketertiban  umum. menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan
Keputusan Walikota, Hal tersebut membuat Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001
Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus

Peredaran Minuman Keras) menjadi tidak memiliki Power atan kekuatan. Karena



dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang
Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, hanya minuman berkadar
alkohol 5% yang peredarannya harus dalam pengawasan. Berbeda dengan
Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman
Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika. Psikotropika dan Zat Adikof
lainnya di Kota Cilegon vang melarang minuman beralkoho! diatas 0%,
Berdasarkan hasil wawancara terhadap penjual dan konsumen minuman
keras, terdapat beberapa oknum dari Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, dan
Polisi Militer yang mengambil keuntungan dalam pelaksanaan Peraturan Dacrah
No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian,
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon,
Keuntungan yang diperoleh oleh oknum tersebut berasal dari uang keamanan
vang disetorkan penjual minuman keras. Uang keamanan tersebut berfungsi untuk
mengamankan usazha sang penjual minuman keras dari razia, Menurut pengakuan
dari salah satu penjual minuman keras, hampir setiap malam penjual minuman
keras tersebut menyetorkan total Rp 45.000. Setoran ke Polisi Pamong Praja Rp
5.000. setoran ke Polisi 15.000 dan ke Polisi Militer Rp 25.000. Terdapatnya
oknum yang mengambil keuntungan dari pelaksanaan Peraturan Daerah No 5
Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian,
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon
dapat menyebabkan makin  bertambah  subur peredaran  minuman  keras

dimasvarakat.



Penertiban minuman keras oleh Satuan Polisi Pamong Praja hanya dapat
dilaksanakan dua kali dalam setahun atan enam bulan sekali. Hal tersebut
dikarenakan ada beberapa hal selain minuman keras, seperti narkotika, perjudian,
kesusilaan dalam Peraturan Dacerah Neo 5 Tahun 2001 Tentang Pelangparan
Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika
dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon yang juga harus diperhatikan sehingga
dalam pelaksanaan Peraturan Tersebut harus terbagi-hagi dengan aspek lainnya.
Ketidakfokusan terjadi apabila dalam penertiban minuman keras harus terbagi-
bagi dengan aspek lainnya dan menyebabkan keberhasilan dalam mempersempit
ruang gerak peredaran minuman keras di masyarakat semakin sulit,

Dari beberapa hambatan diatas, dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti
mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran
Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika
dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon khususnya dalam peredaran minmman

keras.



BAB YV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Implementasi Peraturan Daerah No 5 Talun 2001 Tentang Pelanggaran
Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahpgunaan Narkotika, Psikotropika
dan Zat Adiktif lainnva di Kota Cilegon (Studi Kasus Peredaran Minuman Keras)
belum optimal. Walaupun pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut sudah sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi dari pihak-pihak terkait, tetapi terjadi dualisme
kebijakan antara Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran
Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikowropika
dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon dengan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman
Beralkohol,

Hambatan yang terjadi dilapangan terkait dengan Peraturan Daerah No 5
Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian,
Penvalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon
(Studi Kasus Peredaran Minuman Keras) vaitu

. Penjual minuman keras mendapatkan pengganti minuman keras dari
distributor apabila terjaring razia dan minuman keras dagangannya disita
oleh pihak penertib dengan cara membawa surat penyitaan ke distributor

merk tertentu.



2. Pelaksanaan penertiban minuman keras tidak mengacu pada Peraturan
Daerah No 5 Tahun 2001 Temang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman
Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif
lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus Peredaran Minuman Keras),
melainkan mengacu kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman
Beralkohol tentang kadar alkohol yang disita.

3. Terdapat oknum dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan
Polisi Militer wvang mengambil keuntungan dengan menarik uvang

keamanan dari penjual minuman keras,

a. Saran
Mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang
Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon (Studi Kasus Peredaran
Minuman Keras). peneliti memberikan beberapa saran yang bisa dijadikan
referensi dalam menertibkan peredaran minuman keras di Kota Cilegon, saran
tersebut antara lain
l. Perlu dizdakan pembinaan dan pendidikan terhadap penjual minuman
keras berserta konsumen minuman keras. Pembinaan tersebut bisa berupa
pemberian pendidikan keterampilan, sehingga setelah terjaring razia para

penjual mampu untuk membuka usaha lain dan mencari pekerjaan lain,



2. Perlu ditetapkan Peraturan Daerah baru mengenai minuman keras sebagai
pengganti Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelangparan
Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penvalahgunaan WNarketika,
Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Cilegon sehingga disesuaikan
dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini, mengingat perkembangan
Kota Cilegon sudah sangat pesat ditinjau dar segi pembangunan maupun
dari segi kemajemukan masyarnkatnya. Peraturan Daerah No 5 Tahun
2001 Tentang Pelangparan Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian,
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adikeif lainnya di Kota
Cilegon (Studi Kasus Peredaran Minuman Keras) dirasa tidak mungkin
lagi untuk dijadikan acuan, karena kadar alkohol yang diperbolehkan
dalam Peraturan Daerah tersebut yaitu (%, Penerapan Peraturan Daerah
baru bisa juga dengan memisalikan peraturan minuman keras dari
pelanggaran kesusilaan, perjudian dan narkotika. Hal ini dilakukan agar
minuman keras menjadi perhatian khusus di Kota Cilegon dan dalam
pelaksanaannya dapat dilakukan penertiban sesering nmungkin karena tidak
tepecah belah konsenterasi terhadap pelanggaran kesusilaan, perjudian dan
narkotika ,

3. Perlu dilakukan perekrutan anggota pihak penertib sesuai dengan landasan
Jit and proper iest sehingga dalam melakukan penertiban tidak terjadi

penyimpangan,
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI

Nama : Okie Satrio Ariefianto
MNIM 661081102
Tempat Tanggal Lahir - Serang, § Oktober 1989

Agama : Islam

Kegemaran : Mendengarkan Musik, Membaca

Suku : Jawa, Padang

Alamat : Lingk. Gerem Rava RT. (02/04 No 5 Kelurahan Gerem

Kecamatan Grogol Kota Cilegon - Banten

No. Telepon Selullar @ OR9E9644080

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah ¢ Mawarnis AM
Nama [bu ¢ Pipien Supinah
Pekerjaan Avyah : Pensiunan BUMN

Pekerjaan [hu : Pensiunan BUMN



RIWAYAT PENDIDIKAN

TK ¢ TK Bina Sejahtera Merak { 1994-1996)

5D : 5D YPWES 11 Cilegon ( 1996-2002)

SMP : SMP Megeri 3 Cilegon (2002-2005)

SMA ¢ SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon (2005-2008)

Perguruan Tinggi (51): FISIP - Administrasi Negara UNTIRTA Serang  (2008-
2012)

RIWAYAT ORGANISASI
s Tahun 2003-2004 : Angoota OSIS SMP Negeri 3 Cilegon.

s Tahun 2010-2012 : Sckertaris Umum UKM KLASIK UNTIRTA



